KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
AN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu
pembelajaran pada Madrasah, perlu mengalokasikan
Bantuan Operasional Penvelenggaraan Raudhatul
Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah;

bahwa untuk meningkatkan  efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudbatul Athfal dan Bantuan
Oiperasional  Sekolah  pada  Madrasah, perly
menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggarnan Raudhatul Athfal dan
Hantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab
Keuangan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomaor 4400},

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4864} sehbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 113,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 53423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 220,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor B267);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan [(Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2021 HH76)
telah diubah dengan
Pemeriniah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2022 Nomor 14);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pemerintah

Republik Nomor

sebagaimana Peraturan

dtas Peraturan Pemerintah Nomor 57

Pengadaan Barang/Jasa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
12 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelengegaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Nomaor tentang Perubahan atas

Pemerintah
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12.

13.

Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik
Indonesia Tehun 2016 Nomor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada  Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Baniuan
Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168 /PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.0O5,/202] tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
168 /PMK.05,/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745];

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1115] scbhagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor &6 Tahun 2022
tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor
19 Tahun 2019 tentang Organizsasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama [Berita Negara
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Eepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

14, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
MNomor 172} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021
temtang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor & Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan
Negara pada Kemenlerian Agmna (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);

15, Peraluran Menteéri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
35},

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENY ELENGGARAAN
RAUDHATUL ATHFAL DAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA MADRASAH,

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan acuan bagi Tim Pengelola Bantuan

Menetaplkan
KESATU
KEDUA
Easmabulls | Dileckiure
Eelembagean | KKK Belaetts
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Operasional pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Satuan Pendidikan dalam penyaluran, pencairan,
penggunaan, dan pelaporan dana bantuan Operasional
Penyelenggaraan  Raudhatul  Athfal dan  Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALl RAMDHANI

KETIGA
aaiilidin Ciereicbur
B L g KOkl Bokreraris




A.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TERNES PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL
ATHFAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
MALDRASAH.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada
Madrasah wang tidak hanya memfokuskan pada tujuan alksesibilitas,
melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di
madrasah. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah
diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen elektif untuk peninglatan
mutu pembelajaran siswa.,

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana Bantuan
Uperasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan
Bantuan Opecrasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan
COiperasional Sekolah pada Madrasah ini.

Tujuan

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan

Operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untulk:

1. membantu biava operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa;

2. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka peningkatan mutu  pembelajaran  dan
pemennhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) vang menjadi tanggung
jawab satuan pendidikan;

4. membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan



C.

Madrasah dalam rangka peningkatan cefektivitas pembelajaran jarak
jrauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan Bblended
learning; dan

4, membantiu biava operasional penvelenggaraan Eaudhatul Athfal dan
Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan
keschatan di lingkungan Raudhatul Athlal dan Madrasah.

Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sckolah pada Madrasah
meliput Tim Pengelola, kriteria penerima, pengalokasian, tata cars
penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, pelaporan,
monitoring-evaluasi, pengawasan, sanksi serta pelayanan atas pengaduan

masyarakat.

Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal

dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah dilakukan

herdasarkan prinsip:

1. fleksibilitas, yaitu penggunaan  deana  DBantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athtal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah dikelola sesual dengan kebutuhan Raudhatul
Athfal dan Madrasah berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM)
vang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM);

2. efektivitas, waitu pPenggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dans Bantuan Operasion:al
Sekolah pada Madrasah diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh,
dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Raudhatul Athfal
dan Madrasah;

3. efisiensi, vaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional Sekolah pacda
Madrasah diupavakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa
dengan hiaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

4, aluntabilitas, yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Madrasah dapat dipertanggungjawabkan secara

kescluruhan berdasarkan pertimbangan yvang logis sesuai peraturan




perundang-undangan; dan

transparansi, yaitu penggunasan  dana  Bantuan  Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Dana Bantuan Operasional
Selkolah pada Madrasah dikelola secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan sesual dengan kebutuhan Raudhatul
Athfal dan Madrasah.

E. Pengertian Umum

1.

Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri
Agama vang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan
Madrasah Alivah Kejuruan,

Raudhatul Athfal adalah yang selanjutnya disingkat RA adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yvang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dengan kekhasan
agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Madrasah Ibtidaivah vang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu
bentul satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam
pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agamea
vang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama
[slam pada jenjang pendidikan dasar sebagai kelanjutan dari MI/SD
atau sederajaft.

Madrasah Aliyah/Madrasah Alivah Kejuruan yang selanjutnyva
disingkat MA/MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidilean
formal dalam bingan Menteri Agama yang menyelengparakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama [slam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari MTs/SMP atau
sederajat,

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, yang
selanjulnya disingkat BOP, adalah program Pemerintah Pusat untuk
penyvediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia
bagi Raudhatul Athfal yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah
Pusat,




10,

o

12,

13.

15.

16,

- 10 -

Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah, yvang selanjutnya
disinglkat BOS, adalah program Pemerintah Pusat untuk penyvediaan
pendanaan biaya operasi personalla dan nonpersonalia bagi Madrasah
vang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat,

Education Management mformation System atau vang selanjutnya
disingkat EMIS adalah system pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Agama vang memuat data pokok satuan pendidikan,
peserta  didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana, dan modul lainnya yang datanya bersumber antara lain
dari satuan pendidikan RA, Ml, MTs, dan MA/MAK yang terus menerus
diperbaharui secara online.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik [ndonesia,

Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah vang selanjutnya disingkal
REAM adalah rencana pembiayaan dan pendanaan program atau
kegiatan untuk 1 {satu) tahun anggaran, baik yang bersifat strategis
ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Madrasah,
Electronic Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah vang selanjutnya
disingkat e-RKAM adalah aplikasi pengelolaan keuangan madrasah
mulai dari proses perencanaan penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi online.
Evaluasi Dirl Madrasah yang selanjutnya disingkat EDM adalah proses
penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan vang dilakukan oleh
pemangku kepentingan ditinglkat madrasah berdasarkan indikator-
indikator kunci yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokeh masyarakat
vang peduli pendidikan,

. Pengadaan Barang/Jasa di Madrasah adalah cara memperoleh

barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainya vang dibiayai oleh BOP atau
BOS.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dar Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yvang bersangkutlan,
Pejabat Pembuat Komitmen vang sclanjutnyva disingkat PPK adalah




17.

18,

19,

20.

21.

22,

23,
24,

I G

pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran /KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabal Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA
untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan
menerhitkan Surat Perintah Membayar.

Bendahara BOP adalah unsur pembantu Kepala Madrasah yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOP
pada Raudhatul Athial.

Bendahara BOS adalah unsur pembantu Kepala Madrasah yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan fungsi perbendaharaan BOS
pacda MI, MTs, MA, dan MAK.

Unit Keria Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat
UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian, lembaga, atau Pemerintah
Dacrah vang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya.

Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk hadan hukum maupun bukan badan hukum vang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, balk sendirl maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Pemerintah  Daerah  adalah kepala daerah sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daecah otonom,
Kementerian adalah Kementerian Agama.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama.
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BAB IT
TIM PENGELOLA

A. Tim Pengelola BOP dan BOS Tinghat Pusat

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat (selanjutnya disingkat Tim BOS
Pusat) ditetapkan olch Menteri atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam
dengan ketentuan dan ruang lingkup tanggungjawab sebagad berikut;

Tim Pengarah Tim Penanggung Jawab | Tim Penanggung Jawab
Umum Teknis
a. Direktur Jenderal a, Direktur KSKK a. Kasubdit
Pendidikan Islam Madrasah Kelembagaan /JFT
b. Sekretaris Jenderal h. Sekretaris Ditjen yang Disetarakan
Kementerian Agama Pendis b. Kabag
¢, Direktur Guru dan Perencanaan /JFT
Tendik Madrasah yang Disetarakan
d. Kepala Biro pada Sckretariat
Perencanaan Ditjen Pendis

c. Kabag Data, Sistem
Informasi dan
Humas/JFT vang
Disetarakan pada
Selcretariat Ditjen
Pendis

d. Kasubag Tata
Usaha Direktorat
KSKK Madrasah

| e, Kasubag Tata

Usaha Direktorat

suru dan Tendik
Madrasah




L b

Tugas dan Tanggung Jawahb

i

—— o

Menvusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP dan BOS;
Menetapkan sasaran penerima BOP dan BOS berdasarkan data pada sistem
EMIS dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS dilakukan oleh
Satker Direktorat Jenderal Pendidikan [slam;

Menyalurkan dana BOP dan BOS pada madrasah swasta dalam hal kebijakan
penyaluran dana BOF dan BOS pada madrasah swasta dilakukan oleh Satker
Birektorat Jenderal Pendidikan Islam;

Melaksanakan monitering dan evaluasi dengan tujuan pengendalian kualitas
belanja BOP dan BOS;

Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan dana BOP dan
BOS; dan

Memberikan pelayanan konsultasi teknis dan penanganan  pengadusn
masyaralkat.

B. Tim Pengelola BOP dan BOS Provinsi

Tim Pengelola BOP dan BOS Provinsi (selanjutnya disingkat Tim BOS

Provinsi) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tim Pengarah Tim Penanggung Jawab Tim Pelaksana
Kepala Kantor a. Kepala Bidang a. Kepala Seksi Kelembagaan
Wilayah Pendidikan {Sub-Koordinator JFT yang
Kementerian Agama Madrasah / Pendis/JF Disetarakan;

Provinsi T yang Disetarakan | b. Kepala Subbagian
b. Kepala Bagian Tata Perencanaan / Sub-
Usaha, Kanwil Koordinator JFT yang
Kemenag Provinsi Disetarakan;

c. Pengelola/Operator Data; dan
d. Perencansa Program dan
ATIEEATAD
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Tugas dan Tanggung Jawah

a. Melakukan sosialisasi program BOP dan BOS di tingkat provinsi;
b. Melakukan pendampingan kepada Tim BOS Kabupaten / Kota;

. Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, untuk pengendalian

kualitas belanja BOF dan BOS di tingkat provinsi;
Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

. Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta

dilakukan oleh Satker Kantotr Wilayah, Tim BOS Provinsi bertugas:
1. Menyusun alokasi dana BOP dan BOS pada masing-masing Provinsi;

2, Menetapkan sasaran penerima BOP dan BOS berdasarkan data pada sistem
EMIS; dan

3. Menyalurkan dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta,

C. Tim Pengelola BOPF dan BOS Kabupaten/Kota
Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Kabupaten/Kota (sclanjutnya
disingkat Tim BOS Kabupaten/Kota) berkedudukan pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Kantor
kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
Tim Pengarah | Tim Penanggung Jawab| Tim Pelaksana
Kepala Kantor Hepala Subbagian Tata | a. Kepala Seksi Pendidikan
Kementerian Usaha Kantor Madrasah / Pendidikan Islam /
Agamea Kementerian Agama JFT yang Disctarakan;
kKabupaten/Kota Kabupaten/Kota b. Pengelola / Operator Data; dan
¢. Perencana Anggaran
Tugas dan Tanggung Jawab
a. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dengan BA dan
Madrasah dalam rangka penyaluran dana BOP dan BOS ke RA dan Madrasah;
k. Melakukan sosialisasi program BOP dan BOS di tingkat Kabupaten/Kota;
e, Membantu melakukan pendampingan kepada Tim BOS Madrasah;
d. Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, untuk pengendalian
kualitas belanja BOP dan BOS di tingkat kabupaten/kota;
e. Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakai;
f,

Dapat melakukan telaah atas laporan dari Pengawas Madrasah dalam hal
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kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara yvang diusulkan dalam
EDM dan vang direncanakan dalam RKAM (bagi madrasah swasta) dan REKA-
KL, DIPA dan POK [bagi madrasah negeri]. Dalam hal terdapal ketidaksesuaian,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan

konfirmasi, memberi masukan dan/atau menolak RKAM, REKA-KL yang

disusun oleh madrasah.

Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta
dilakukan oleh Satker Kantor Kementerian Agama RKab/Kota, Tim BOS
Kabupaten/ Kota bertugas:

|

Menyusun alokasi dana BOP dan BOS pada masing-masing
Kabupaten/ Kota;

Menetapkan sasaran penerima BOF dan BOS berdasarkan data pada
sistem EMIS;

Menyalurkan dana BOP dan BOS pada Madrasah swasta.

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnyva disinglat
Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan pendidikan RA/Madrasah
dan ditetapkan eolch Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan

ketentuan sebagai berikut:

Tim Penanggung Jawab

Tim Pelaksana

Kepala BA /Madrasah

Bendahara Pengeluaran pada Madrasah Negeri;

. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan

oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggung

jawab dalam mengelola dana;

. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan

sebagat operator pengolah data; dan

. | [satu) orang dari unsur Komite Madrasah dan 1

(satu) orang dard unsur orang tua,/wali siswa selain
anggota/pengurus Komite Madrasah.
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Tugas dan Tanggung Jawab

a. Memastikan kebenaran data siswa vang diinput p:da EMIS;

b. Membaca, memahami dan melaksanakan pengelolaan dana BOP dan BOS
Madrasah sesuai dengan petunjuk teknis,

¢. Menyusun RKAM vang mengacu pada hasil EDM. Bagi madrasah yang sudah
mendapatlkan pelatihan/imtek EDM dan e-REAM, wajib mengisi RKAM dan
EDM dengan menggunakan aplikasi e-REAM,

d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di madrasah
menurut komponen dan besar dananyva;

e. Mengumumbkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh madrasah
yvang ditandatangani olech Kepala Madrasah, Bendahara, dan Komite Madrasah;

[ Membual laporan pertanggungjawaban dana BOP atau BOS secara periodik
yang ditandatangani oleh Kepala RA atau Kepala Madrasah;

g. HKepala RA/Madrasah dan Bendahara bertanggung jawab atas penggunaan
dana BOP/BOS diluar ketentuan vang diatur dalam Petunjuk Teknis;

h. Memberikan pelayvanan dan penanganan pengaduan masyaraloat;

i.  Menyimpan bulkti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan

rapi.

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Madrasah dilarang untuk:

a. melakukan pemaksaan dalam pembelian/pengadaan barang dan/atau
jasa dalam pemanfaatan dana BOP dan BOS; dan/atau
b. bertindak menjadi distributor/ pengecer dalam proses pengadaan barang.

E. Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah herperan mengawasi pengelolaan dana BOP dan BOS
mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hinpgga pelaporan, baik terkait
keuangan maupun ftarget kinerja yang ditetapkan dan capaian kinerja
Madrasah. Pengawas Madrasah dapal memberikan masulkan pada saat
perencanaan terhadap rencana keuangan dan target kinerja yang
ditetapkan oleh madrasah, serta pada tahap pelaksanaan terhadap
pengelolaan keuangan dan kinerja yang dilakukan madrasah. Pengawas
menvampaikan  masukannya  kepada  kepala madrasah  untuk
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ditindaklanjuti dan kepada tim pengelola BOS/BOP Kabupaten/Kota
sebagal bagian dari monitoring dan evaluasi.

Tugas Pengawas dalam pengelolaan dana BOP/BOS adalah sebagai berikut:

L. Tahap Perencanaan;

e,

il.

Memberikan Pendampingan pada saat Madrasah/RA menyusun
EDM berbasis online atau offline bersama Tim Pengembang
Madrasah /RA [TPM);

Mendampingi Madrasah/RA dalam menyusun rencana kerja
Madrasah/RA [RKM/RKT);

Mendampingi Madrasah/RA dalam menyusun e-RKAM;
Melaporkan hasil pendampingan pada tahap perencanaan
pengelolaan dana BOP/BOS kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.

2. Tahap Pelaksanaan:

.

b.

Pendampingan penggunaan Dana BOS/BOP agar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yvang berlaku; dan
Mendorong penggunaan dana secara optimal untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah /RA.

3. Tahap Pelaporan:
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Mendampingi madrasah dalam penatausahaan pelaporan Dana
BOS/BOF; dan

Mendampingi madrasah dalam penyusunan pelaporan Dang
BOS/BOP agar sesuai dengan Petunjuk Teknis,

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi:

da.

Melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana BOS/BOP
yvang dilaksanakan oleh Madrasah /RA;

Membuat catatan terhadap kemungkinan terjadinya potensi
penyalahgunaan dana BOS fBOP dan menvampaikannya kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika ditemukan
penggunaan dana yang tidak sesual dengan Petunjuk Teknis;
Memberikan edukasi dan bimbingan kepada pengelola Dana
BOS/BOP terkait dengan penggunaan, tata kelola keuangan dan
pelaporan yang baik dan benar; dan

Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Dang
BOS/BOP.
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KOMITE MADRASAH

Komite Madrasah sebagai bagian tim pengelola BOP dan BOS
melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pemberian pertimbangan dalam:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
b. Penetapan kriteria kinerja Madrasah; dan

2. Pengawasan terhadap pengelolaan dana BOP/BOS oleh Madrasah; dan
3. Penerimaan dan tindaklanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari
peserta didik, orangtus fwali, dan Masyaralat.
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BAB III
KRITERIA DAN PROSEDUR

A. Kriteria Penerima Dana
BOF dapat diberikan kepada satuan pendidikan vang memenuhi kriteria

dengan kelentuan sebagal berikut:

1.
2.

berbentuk Raudhatul Athfal;

memiliki izin operasional vang ditetapkan oleh Kementerian Agama
sekurang-kurangnya yang telah berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung
sehelum mulai tahun anggaran berkenaan. (Contoh: Dana BOP RA
lahun anggaran 2024 dapat diberikan kepada RA vang telah memiliki
izin operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya pada tanggal 31
Desember 2022);

. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi

Raudhatul Athfal yang diselenggarakan masyarakat vang pada daerah
3T, perbatasan negara dan/atau daerah lain vang diusulkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh
Direktur Jenderal Pendidilkan Islam dan Raudhatul Athfal vang
diselenggarakan oleh Pemerintah;

. aktif melakukan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dan tidal sedang

menjalani proses penutupan/pencabutan izin operasional madrasah.
Proses penutupan sekurang-kurangnya dibuktikan melalui  surat
rekomendasi yvang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

. membuat dan menyimpan dokumen surat pertanggungjawaban belanja

(SPJ) serta membuat atau mengungeah Laporan Pertanggungjawaban
Belanja (LPJ) atas anggaran vang sudah diterima dan dibelanjakan,
sesual mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah;
melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran
berjalan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pendataan; dan

. Yayasan penyelengpara Raudhatul Athfal tidak dalam keadaan

konflik/ sengketa, dan/atau berperkara hukum,
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BOS dapat diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria

dengan ketentuan sehagai beriliut:

1

. berbentuk Madrasah Ibtidaivah (MI), Madrasah Tsanawivah (MTs],

Madrasah Alivah (MA] dan Madrasah Alivah Kejuruan (MAK| baik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
sckurang-kurangnya yang telah berlaku selama 1 (satu] tahun terhitung
sebelum mulai tahun anggaran berkenaan. (Contoh: Dana BOS
Madrasah tahun anggaran 2024 dapat diberikan kepada RA yang telah
memiliki izin operasional vang ditetapkan sekurang-kurangnya pada
tanggal 31 Desember 2022),;

. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi

madrasah yang diselenggarakan masyarakat yang berada pada daerah
AT, perbatasan negara dan/atan daerah lain vang diusulkan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Islam dan madrasah yang diselenggarakan olch

Pemerintah;

. Akl melakukan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dan tidak sedang

menjalani proses penutupan/pencabutan izin operasional madrasah,
Proses penutupan sekurang-kurangnya dibulktikan melalui  surat
rekomendasi yvang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.

membuat dan menyimpan dokumen surat pertanggungiawaban belanja
(SPJ) serta membuat atau mengunggah Laporan Pertanggungjawaban
Belanja [LPJ) alas anggaran vang sudah diterima dan dibelanjakan,
sesual mekanisme yvang ditetapkan oleh Direktorat KSKK Madrasah;

. Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS pada tahun pelajaran

berjatan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pendataan; dan

- Yayasan penyelenggara Madrasah tidak dalam keadaan konflik/

sengheta, dan /atau berperkara hulkum.

B. Satuan Biaya
Satuan Biaya BOP dan BOS adalah sebagai berikut:

2.

BOP Raudhatul Athfal sebesar Rp. 600.000,- per siswa per tahun;

BOS Madrasah Ibtidaivah (MI)/Madrasah Tsanawiyah (MTs|/Madrasah
Alivah [MA)/Madrasah Alivah Kejuruan (MAK] ditetapkan dengan satuan
biaya majemul, [lampiran BOS-14].
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Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Alokasi Dana

Usulan alokasi dana BOP/BOS pada tahun anggaran berjalan ditetapkan
berdasarkan jumlah siswa pada tanggal 30 September pada tahun
anggaran sebelumnya sesuai data EMIS, dengan kriteria:

a. siswa lercatal sebagal peserta didik di RA/Madrasah yang telah
memiliki Izin Operasional Pendirian; dan

b. siswa tercatat dalam rombongan belajar;

Mekanisme penetapan alokasi dana BOFP dan BOS dilaksanakan melalui

mekanisme sebagai berilout:

1. Direktur KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu alokasi BOP/BOS
kepada Direkiur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan data EMIS per
30  Septemhber pada tahun anggaran  sebelumnya dengan
mempertimbangkan kebutuhan dana buffer untuk perubahan alokasi
di tahun anggaran berjalan;

2. Kementerian Agama o©f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
mengajukan usulan pagu alokasi BOP/BOS untuk mendapatkan
pertimbangan/persetujuan dari Kementerian  Bappenas, dan
Kementerian Keuangan;

3. Berdasarkan pertimbangan schbagaimana dimaksud pada angka 2,
Kementerian Keuangan menetapkan pagu alokasi/pagu deflinitif
BOP/BOS dan menyerahkan kepada Kementerian Agama;

4. Direktur KSKK Madrasah menyusun pagu alokasi dana BOP dan BOS
per satuan pendidikan  berdasarkan pagu vang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan., Dalam hal pagu  alokasi/pagu  definitif
sehagaimana dimaksud pada angka 3 tidak sesuail dengan usulan,
meka Direktorat KSKK Madrasah dapat melaltukan penyesuaian;

5. Direktur K3KK Madrasah menetapkan pagu alokasi BOP/BOS tahun
anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada Madrasah
swasta dilakukan oleh Satker kKantor Wilayah Kementerian Provinsi
atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, Pejabat Pembuat Komitmen
yang bersangkutan menetapkan alokasi BOP/BOS pada madrasah
swasta di wilayahnya berdasarkan penetapan pagu alokasi BOP/BOS
oleh Direktur KSKK Madrasah.
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D. Mekanisme Penyaluran Dana dan Pencairan Dana

l. Penyaluran dan Pencairan Dana BOP/BOS Madrasah yang
diselenggarakan oleh masyvarakat:

a. Penyaluran Dana BOP/B0OS dapat dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi
atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sesuai kebijakan
vang ditetapkan,

b, Penvaluran dana BOP/BOS dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LsS] ke rekening penerima bantuan.

¢. Penvaluran Dana BOP/BOS dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap
dalam bentuk uang yang disalurkan secara non-tunai kepada
penerima bantuan, dengan ketentuan penyaluran tahap kedua
dapart dilakukan sepanjeng penerima bantuan telah membelanjalan
sckurang-kurangnya 80% dari total bantuan yang diterima pada
tahap sebelumnya.

2. Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah vang diselenggarakan olch
Masyarakat:
Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah yang disclenggarakan oleh
masyarakat dapat dilakukan melalui bank/POS penyalur vang telah
ditunjuk oleh satuan kerja penyvalur melalui proses Kerjasama.
Persyaratan pencairan dana BOP/BOS diatur sebagal berikut;

a, Tahap|

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP/BOS Tahap L

2. Surat Pernyvataan Tanggung Jawab Mutlalk.

3. Surat Perjanjian Kerja S8ama yvang sudah ditandatangani PPK
dan Kepala RA/Madrasah,

4. Rencana Kerja dan Anggaran RA/Madrasah.

5. Kwitansi/Bukti Penerimaan scbagail dasar pencatatan.

b, Tahap 11

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP Tahap II.
Sural Pernyatasan Tanggung Jawab Mutlak.
Hencana Kegiatan dan Anggaran RA/Madrasah,
Surat Pernyvaiaan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

P e

Kwitansi/Bukti Penerimaan sebagai dasar pencatatan,
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RA/Madrasah penerima BOP/BOS dapat melakukan pencairan ke
bank/POS penyvalur yang ditunjuk setelah seluruh  persyaratan
dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim BOS Kanwil/Kankemenag dan
membawa  print-out bukti up-load serta dokumen tambahan vang
dipersyaratkan dalam perjanjian Kerjasama antara bank/POS penyalur
dengan saluan kerja penyalur.

Dalam hal PPK menggunakan rekening kolektif vang digunakan scbagai
rekening penerima dana BOP/BOS, satuan pendidikan (RA/Madrasah)
tidak diperbolehkan menggunakan rekening tersebut untuk menampung
anggaran sclain dana BOP/BOS.

3. Penyaluran BOP/BOS untuk RA/Madrasah yang disclenggarakan oleh
Pemerintah.

a. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran Dana BOS pada Satuan kerja MTsN, MAN, dan MAKN
dilakukan mengacu pada ketentuan pelaksanaan DIPA  Ditjen
Pendidikan Islam sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Bagan Akun
Standar [BAS) dan memisahkan peréncanaan anggaran penggunaan
dana BOS dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Madrasah (REKAM)
dari DIPA.

b. Mekanisme Pencairan Dana

1] Pencairan dana BOS pada Satker MTsN, MAN, dan MAKN
mengacu pada jadwal rencana pengajuan pencairan dana BOS
selama 1 [satu) tahun anggaran atau rencana penggunaan dana
BOS yvang terintegras! dengan membuat Surat Perintah Membayar
(SPM] schingea tertuang dalam DIPA satker madrasah negeri dan
memisahkan SPM dana BOS dari SPFM DIPA non BOS,

2| Dalam hal anggaran BOS pada Madrasah Ibtidaiyvah Negeri {MIN)
vang dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, maka proses pencairannya dilakukan oleh PPK
vang ditetapkan oleh KPA Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota.

3] Kantor Kementerian Agama Kab/kota wajib menyalurkan BOS
Madrasah [btidaiyah Negeri berdasarkan alokasi yang ditetapkan
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pleh Direktorat Jenderal Pendidikkan Islam. Dalam hal terdapat
perbedaan antara dana yang disalurkan dan penetapan alokasi
maka perlu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.

KPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dapal menetapkan
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang memilili sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa sebagal PPK. Jika Kepala Madrasah
[btidaiyah Negeri tidak memiliki sertifikat dimaksud, maka KPA
dapat menunjuk kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri lainnya atau
Pegawal Negeri Sipil vang memiliki sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa sebagai PPK.

KPA Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menetapkan
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di tingkat Madrasah
Ibtidaivah Negeri yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk mengelola than melaksanakan
pembayaran/belanja dari dana BOS di tingkat Madrasah
Ibtidaivah Negeri. SPP Dana BOS bagi Madrasah [htidaiyah Negeri
disusun olch Bendahara Pengeluaran berdasarkan pengajuan
kebutuhan dana vang disampaikan oleh BPP pada setiap
Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri. Demikian juga dengan
pertanggungjawaban dan  pelaporan, BPP pada Madrasah
Ibtidaiyah Neperi menyampaikan laporan pertanggungjawaban
beserta dokumen penatausahaan (BKU dan Buku Pembantu yang
terdiri Buku Pembantu Pajak, Buku Kas Tunai dan Buku Bank)
kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya dicatat pada
laporan pertanggungiawaban, BEU dan Buku Pembantu
Bendahara Pengeluaran.

Untuk memudahkan penyaluran dana dari  Bendahara
Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota ke BPP
Madrasah Ibtidaivah Megeri, maka BFF membuat rekening banlk
vang dikelola oleh BPP. Rekening bank yang dikelola olch BPP
sehagaimana dimaksud merupakan rekening resmi, bukan
relkeening atas nama pribadi.

Dalam hal PPK Madrasah 1btidaivah Negeri dijabat oleh PPK yang
berasal dari luar Madrasah Ibtidaiyah Negeri, maka Kepala
Madrasah [htidaivah Negeri vang bersangkutan tetap sebagai
penanggung jawab pengelolaan dana BOS pada Madrasah




Ibtidaiyah Negeri tersebut.

#) Mekanisme pelaksanaan anggaran BOS  berpedoman  pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/FPME.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri
Keuangan Nomor 190/PME.O5/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangks Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

¢. Kode Akun Kegiatan dalam Penggunaan Dana BOP dan BOS pada
Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Madrasah Negeri
Penganggaran «ana BOS pada Madrasah Negeri mengacu IDMIPA
Direkorat Jenderal Pendidikan Islam pada Madmisah dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mengacu pada Bagan Akun
Standar (BAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan,

Penyvaluran dan Pencairan BOP/BOS untuk RA dan Madrasah yang
terdampalk bencana dan/fatan terlkena peristiwa force majeure dapat
dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Telknis
sesual kehijjakan vang ditetapkan oleh Direkiur Jenderal Pendidilkan [slam.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA

Hetentunan Umum Penggunaan Dana BOP dan BOS

Penggunaan dana BOP dan BOS harus didasarkan dan mempertimbanglean
hal-hal sebagai berikout:

1

W

. Ketentuan umum  keseluruhan penggunaan dana BOP dan BOS

mengacu pada standar biava yvang ditetapkan oleh pemerintah.
Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada RKARA atau REAM
yang disusun oleh tim pengembang yang melibatkan guru dan komite
madrasah, ditetaplkan oleh Kepala FAMadrasah dan
diketahui/dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau
Kepala kanwil Kemenag Provinst sesuai dengan kewenangannya,
Penggunaan dana BOP dan BOS didasarkan pada skala prioritas
kebutuhan RA  dan Madrasah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan,

Prioritas Penggunaan Dana BOP dan BOS adalah untuk membantu
pembiayaan lkegiatan operasional KA dan Madrasabh, Bagi HA dan
Madrasah vang telah menerima dana bantuan lain, tidak diperkenanlan
menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntukan vang sama.
Sebhaliknya jika dana BOP dan BOS tdak mencukupi untuk
pembelanjaan yvang diperbolehkan, maka RA dan Madrasah dapat
mempertimbanglan sumber pendapatan lain yang  diterima  oleh
lembaganya.

RA dan Madrasah vang telah menerima dana bersumber dari APBD tidak
diperkenankan menggunakan dana BOP dan BOS untuk peruntulsan
yang sama. Sebhaliknya jika dana BOP dan BOS tidak mencukupi untuk
pembelanjaan yang  diperbolehkan, maka madrasah dapat
menggunakan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah;

. Madrasah Negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain

BOS, maka penggunsan dana BOS hanya untuk menambahkan
kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting,;

Penyelenggara pendidikan |yvayasan) atan satuan pendidikan sebagai
pemberi kerja berkewajiban untuk membayarkan gaji/honor rutin dan
iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BRIS) bagi pegawai (guru
dan tenaga kependidikan) yang diangkat/dipekerjakan. Dana BOP/BOS
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dapat digunakan untuk memhbhantu pembiayaan gaji/honor pegawal
bukan ASN.

Penggunaan dana BOP/BOS untuk membiayal gaji/honor rutin pegawai
bukan ASN (guru dan tenaga kependidikan) beserta iuran BPJS
Kesehatan /ketenagakerjuan yvang melebihi 60% [(enam pulub persen)
dari keseluruhan dana BOP/BOS yvang diterima oleh madrasah dalam
satu tahun, wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten (Kota.

. Dalam menentukan besaran gaji/honor  rutin, madrasah

mempertimbangkan:

a. Beban kerja yang diterima masingsmasing guru dan tenaga
kependidikan, baik beban kerja rutin maupun beban kerja insidentil.
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK} masing-masing daerah,
dengan memperhatikan hal berilkut:
1] Jika dana BOS mencukupi, dapat diberikan honor rutin senilai
UME sctempat.
2} Jika dana BOS tidak mencukupi, honor rutin dapat diberikan
G60% atau persentase tertentu dari UMK setempat.
e, Mempertimbangkan ketersediaan alokasi untuk kebutuhan lainnya
baik untuk keégiatan rutin/operasional dan kegiatan peninglkatan
mutu berdasaran hasil EDM,

Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana

1. Ruang Lingkup Umum

Ruang Lingkup Komponen Penggunaan Dana BOP dan BOS meliputi
tiga komponen utama, yaitu @

No Komponen Uraian

Honor Honor dibagi menjadi tiga krileria ;

e Honor Rutin, penghitungan honor rutin
diutamakan dengan mempertimbanghan
beban kerja yang diberikan kepada setiap
guru dan tenaga kependidikan, yaitu
tugas utama dan tugas tambahan, baik
tugas tambahan rutin seperti menjadi
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pelatih ekstrakuriler, maupun tugas
tambahan non rutin seperti menjadi
panitia kegiatan, Salah satu  beban
tambahan yang perlu diperhitunghkan
schagai beban kerja adalah menjadi
pendamping pendidikan inkhisi.

¢ Honor Outpul Kegiatan, diutamakan bagi
sumber daya manusia yang berasal dari
luar  madrasah, misalnya  pelatih
ekstrakurikuler dari luar madrasah,
pemateri kegiatan dari luar madrasah,
Sedangkan bagi sumber daya manusia
yvang berasal dari intermnal madrasah,
sudah diperhitungkan sebagai honor
rultin berdasarkan heban kerja.
Lampirkan skema penghitungan
penghasilan rutin  berdasarkan beban
kerja.

¢ Honor Operator IT, diutamakan bagl
operator dari luar madrasah, sedanghkan
bagi operator yang dirangkap oleh guru
atau  tenaga kependidikan  (internal
madrasah), sudah diperhitungkan dalam
honor rutin berdasarkan beban kerja
[standard biava, tidak ada di SBM tapi
pekerjaannya ada).

Kegiatan

Kegiatan dapat dibagl menjadi dua kriteria:
A. Kegiatan Rutin  (dilakukan secara rutin
harian,/ bulanan/tahunan)
1) Belanja keperloan sehari-hari sebagai
bahan persediaan [belanja operasional);
2) Langganan daya dan jasa (lstrik, air,
telepon, internet, virtual conference, dan
jenis langganan daya dan jasa lainnya
dalam rangka mendukung Transformasi
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Digital Madrasah);

3] Langganan Majalah atau  publikasi
berkala yang terkait dengan pembelajaran
melalul luring maupun daring

B. Kegiatan Non-Rutin

1) Mengacu pada hasil Ewvaluasi Dir
Madrasah (EDM].

2] Non-rutin non-fisik (kegiatan
pembelajaran  dan non  pembelajaran)
contoh: Biaya tambah daya listrik dan
pasang baru.

3] Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan
rehah ringan) dan pembelian alat ahsen
berupa fingerprint serta kegiatan vang
memuatl pembelian fisik lainnya.

4) Spesifikasi, volume dan hargea
disesuaikan dengan kebutuhan prioritas
dan kemampuan keuangan madrasah,
serta harga pasar sctempat,

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutamsa
dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin,
madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan
dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa
berkebutuhan khusus dan penvelenggaraan
kegiatan inklusi.

Dalam hal perbailan dan/atau pembuatan WC
dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan
bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana
prasarana sanitasi bag laki-laki dan perempuan
serta siswa berkebutuhan khusus,

Kegiatan

khusus

Komponen ini digunakan untuk mewadahi
kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan
pandemi [kesehatan dan pendidikan
lingkungan hidup (menyesuaikan situasi dan




- ALY -

kondisi)
4 | Lain-lain - Biaya vyang dikeluarkan terkait layanan
perbankan sepert diantara biaya

administrasi bank;
- Ongkos kirim untuk pembelian secara online

2. Ruang Lingkup Detail

Secara detil, komponen pembiayaan yang dapat dibelanjakan oleh
Madrasah dijelaskan dalam tabel berikut:

Tidak Boleh

Satuan penghitungariya
adalah per orang per bulan
(08}

1

mengacy  pada hurufl A,
Ketentuan Umum, nomor
H. Antara lain dapat
mempertimbangkan UMK

yvang  berlaku  dengan
membandinglean
tersediaan  dana, rasio

antara belanja pegawai dan

belanja  kegiatan  dan

sumber dana

lain yang
tersedia i madrasah serta
beban kerja GBPNS di

madrasah,

Contoh perhitungan
Honor Rutin berdasarkan
Beban Kexja

« Guru A mendapatkan

No - Komponen Penggunaan | Boleh Dibelanjakan
Dana Dibelanjakan
1 Honor o
_1.1 Honor Rutin
1.1.1 | Honor Rutin GBPNS f Hcsa.r;n honor  rutin | e Honor/gajl bagi

PNS




No

= 3] =

Boleh Dibelanjakan

Tidak Boleh
Dibelanjakan

beban kerja;
a) Mengajar
b) Bendahara BOS
)l Wali Kelas

e Curu B mendapatkan
beban kerja :

a) Mengajar
Berdasarkan beban kerja
tersebut guru A sesuai
dengan Kemampuan
keuangan madrasah
ditetapkan untuk
mendapatkan honor rutin
sebesar Bp. 750.000,- per
bulan, sedangkan guru 3
mendapat honor rutin
sebesar Rp 500.000,-,

Perbedaan honor vang
diberikan kepada Guru A
dan Guru B, didasarkan
pada beban kerja yang
diberikan,

Jika anggaran madrasah
memunglkinlan, boleh
dianggarkan THRE atau
Honor ke-13,

Contoh penghitungan
honor rutin berdasarkan
beban kerja dapat dilihat
pada link berikut:

https: / /drive google.corn/
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R;mpun&n Penggunaan

Tidak Boleh
Dibelanjakan

file /el / lvrdgMpkOh 4¥Y3p
JESYTBiveg3 87 xrxmH / vi

Kependidikan Bukan PNS
pada madrasah

Satuan penghitunganryea

adalah per orang per bulan
(O8]

|7. Antara lain

honor rutin

Ne Boleh Dibelanjakan
Dana
W
1.1.2 | Honor Rutin Bagi Tenaga | Besaran

mengacu pada hurof A.
Ketentuan Umum, nomor
dapat

Honor bagi tenaga

kependidikan vang
sudah menerima

honor rutin di

mempertimbangkan LIMI{E madrasah satuan

vang  berlaku
membandingkan
tersediaan dana, rasio
antara belanja pegawal dan
kegiatan dan
lain  vang
tersedia di madrasah serla
beban

kependidikan di madrasah.

belanja

sumher dana

kerja tenaga

Tenapga Kependidikan

antara lain meliputi:

e Pimpinan Madrasah
o Tenaga Perpustakaan
e Tenaga Laboratorium

s Tenaga Administrasi

termasuk bendahara

e Tenaga DBimbingan dan
Konseling

# Tenaga Kehersihan

e Tenaga Keamanan

e Operator EMIS/IT
Lainnva
keuangan

» Pengelola

dengan | administrasi

pangkal
(Satminkal) tidak
boleh menerima
honor rutin di
madrasah lain,
Apabila vang
bersanghkutan
menerima
pekerjaan di
madrasah lain
maka harus
berstalus non-rutin
dan bekerja di luar
Jam wajib '
satminkal,
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No Homponen Penggunaan | Boleh Dibelanjakan Tidak Boleh
Dana Dibelanjakan
sebagal tugas tambahan -
untuk non PNS
Jika anggaran madrasah
memungkinkan, boleh
dianggarkan THRE atau
Honor ke-13.
Contoh penghitungan
honor rutin berdasarkan
| heban kerja dapat dilihat
pada link berikut:
hitps: //drive google.com
Mile/d/ lvngMpkQOh_4Y
)XY TBcO38 TarsmH
1.1.3 | Honor Rutin GBPNS |
sertifikasi pada madmasah
hisa diberikan dengan
| mem perhatikan prinsip |
| pemerataan, berkeadilan dan |
mempertimbangkan  beban i
kerja  setiap GBPNS  dan |
lkemampuan kenangan |
madrasah
1.2 Homor Kegiatan |
1.2.1 | Homor Kepanitian Bentuk Kegiatan: Kegiatan
Struktur  kepanitian  dan | e Kegiatan Pembelajaran | ® Penilaian Tengah
besaran honor mengacu pada | Kegiatan Evalussi Semester
Standar Biayo Masukan Pembelajaran ¢ Penilaian Harlan
(SBM)

s Kegiatan

Pengembangan Potensi




R

e Honor Pengawas Ujian
e Honor Penulisan ljazah

¢ Honor Penyusunan Soal
Ljian
Pemberian honor-honor
tersebut di atas juga harus
mengacu keaturan terbaru

terkait  pelaksanaan  dan

No Komponen Penggunaan | Boleh Dibelanjakan Tidak Boleh
Dana Dibelanjakan
Siswa
s Kegiatan
Pengembangan Profesi
Guru dan Manajemen
| Sekolah
| & Kegiatan PPDB
s Hegiatan Matsama
'#_ —
1.2.2 Honor Narasumber, Kegiatan Narasumber  dari
Pelatih, Fasilitator dan . . dalam madrasah
[ s keglatan pembelajaran
Pengajar dlan dlalam
¢ Kegiatan Pengembangan | .
Ketentuan dan besaran honor o hementerian
Potensi Siswa
merngacu pada SBM Agama
s Kegiatan [
Ekstrakurikuler
s Kegiatan Pengembangan '
Profesi Guru dan
Manajemen Sekolah
» Kegiatan Matsama
1.2.3 | Honor Lainnya Bentuk Kegiatan Evaluasi Honor  koreks
Pembelajaran: Penilaian dan
 Honor Proktor atau Ujian
o Honor Teknisi Honor

penyusunan soal

Penilaian  (PAS/
PAT [/ PTS /[
Harian|




B

No Komponen Penggunaan | Boleh Dibelanjakan Tidak Boleh
Dana Dibelanjakan
kepanitiaan  ujian  dan
ASESIMEnN yang
dilaksanakan madrasah,
1.3 Honor Operator
Dapat dibayarkan dengan | Bila menggunokan skema | Operator ASN
| dua skema: 0o [diperbolehkan jika
II 1. rutin per bulan {OB) Besaran honor rutin dapat | 8da di SBM|
2. per kegiatan {(OK - per | mempertimbangkan UMK
orang per Kegiatan) yang berlaku di wilayah
‘ setempal yaitu
. sekurang-kurangnya 50 %
‘ UMK  daerah  masing-
masing atau sesuai dengan
J kemampuan madrasah
] masing-masing
berdasarkan beban kerja.
2 ' Kegiatan
2.1 1' Kegiatan Rutin Kegiatan Rutin antara lain: | 1. Pembangunan

- Pemeliharaan dalam mngha
I
f mertengee kitalifos aset felap

— . ———

1. Operasional
Perltantoran, seperti
s bahan habis pakai
dan perscdiaan
perkantoran

o langganan daya dan

jasa (air, telepon,
listrik, internet, dan
langpanan terlcait
dukungan

Transformasi Digital
Madrasah)

Fuang Kelas
Baru

2. Pembangunan
Perpustakaan

Baru




Boleh Dibelanjakan

Tidak Boleh
Dibelanjakan

2. Pemeliharaan
® Peralatan dan Mesin
s DBangunan
s Kendaraan Dinas
® Sarana
lainnya
3. Kebutuhan Rapat Rutin
4, Kegiatan ratin dalam

Prasarana

rangka koordinasi/
pengambilan dana

5. Transportasi dalam

rangka pembelian

barang bagi Madrasah

yang

ared

berada di remote

6. Pengadaan Jasa oleh
Pihak Ketipa,

lain:

antara

o Pengadaan Jasa
FPPDE Online;

e [klan PPDB;

& Wehsite Madrasah

2.2

Non-Rutin

2.2.1

Non-Rutin Fisik

Pemeliharaan rusak ringan
atau kegiatan peningkatan
kualitas moadrasah

Kegiatan Non Rutin Fisik

antara lain:

Pengadaan Baru
| 1. Peralatan  dan  Mesin

Baru [sesuai
kemampuan dan

kebutuhan madrasah)
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Boleh Dibelanjakan

Tidak Boleh
Dibelanjakan

2. Bangunan (Toilet / WC
dengan jumlah
disesuaikan  kebutuhan

siswa dan Guru)
| 3.Buku, khusus buku
agama dan keagamaan
yang sudah dinilai oleh
Puslithang Lektur
Khazanah Keagamaan
dan Manajemen
Orpanisasi, Badan
Lithang  dan Diklat
Kementerian Agama Rl
4. Sarana Prasarana
lainnya, seperti:
o Pemasangan listrik/
internet
e Pembelian
CGienset/ Solar Panel
s Dukungan
Transformasi Digital
Madrasah
Sewa
1. Peralatan dan Mesin

| 2. Kendaraan

II 3. Bangunan atau Gedung

 Pemeliharaan/Rehab

1. Peralatan dan Mesin
[peralatan peralatan
dan mesin yang rusak)

2. Bangunan (Rehab
ringan)
Rehab ringan adalah

—— — —_— -
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No Komponen Penggunaan | Boleh Dibelanjakan Tidak Boleh
Dana Dibelanjakan
B rehab atas kerusakan
terutama pada
komponen non
strulktural sepert

penutup atap, langit -
langit, penutup lantai

dan dinding pengisi.
J. Sarana Prasarana
lainnya
2.2.2 | NON-RUTIN NON-FISIK Penyelenggara/diselenggar
1. Pelatihan Kepala akan di satuan pendidikan
Madrasah, Guru dan (nternal]:
Tenaga Kependidikan ' 1. Belanja bahan (habis
2. Pengembangan Potensi pakail: ATK, Spanduk,
siswa souvenir/hadiah lomba
dsh.
2, Honor

narasumber/juri/ penil
ai yang dibayarkan per
kegiatan dengan
besaran sesuai dengan
Tingkat kewajaran.

3. Homor tim pelaksana

kegiatan, dengan
ketentuan Jumlah
keanggoiaan YERE
dapat dibayarkan
paling banyak 4 ([empat]
orang yang terdiri dari
|Ketua, Sckretaris,

Bendahara, dan
Anggota)
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No

[ Homponen

Dana

Penggunaan

Boleh Dibelanjakan

Tidak Boleh
Dibelanjalkan

4. Konsumsi: Makanan,
Kudapan dan
Minuman, dengan
ketentuan kegiatan
dimaksud melibatkan
Kementerian,/ Lembaga
lainnya/instasi
pemerintah /pihak lain.

Kegiatan pelatiban Kepala
Madrasah, gurun  dan
tenaga kependidikan, dan
kegiatan  pengembangan
potenst slswa yang
diselenggarakan oleh pihak
satuan pendidikan
(internal) dapat dibigyai
dari dana  BOP/BOS
MASINZ-maAsing paling
banyak 1 (satu] kali

ANgEATAnN.

Belanja non rutin non fisik
it:lﬂlam rangka kegiatan
pelatihan Kepala
| Madrasah, guru dan
=tfrna.[.;a kependidikan atau
| kegiatan  pengembangan
potensi slswa yang
| diselenggarakan pihak di
luar satuan pendidikan
(pihak eksternal), antara

kegiatan dalam satu tahun




No

Dana BOP dan BOS dilarang untulk:

ook W

Komponen Penggunaan | Boleh Dibelanjalkan Tidak Boleh
Dana Dibelanjakan
i lain biaya perjalanan dan
akomaodasi untuk
mengikuti pelatihan
dan /atau perlombaan vang
diselenggarakan oleh pihak
di luar satuan pendidikan,
3 | Kegiatan Kendisi Khusus
Setiap  komponen  yang
digunakan untuk
penanganan  pandemi atau
pendidikan lingkungan
hidup di lingkungan
_ Madrasah
l —
| 4. |Lainlain
- Biaya yang keluar terkait
proses perbankan seperti
biayva administrasi bank;
Ongkos  kirim  untuk
pembelian secara online
C. Larangan

Membiayai operasional dan/atau kegiatan/keperluan penyelenggara

madrasah [yvayasan);

Disimpan dengan maksud dibungakan;

Disimpan di rekening pribadi;

Dipinjamkan kepada pihak lain;

Membeli perangkat lunak (soffware} atau untuk pelaporan keuangan
BOP dan BOS atau softwware sejenis;




.t

10.
11.
13,

L 3.
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Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah,
antara lain studi banding, karva wisata, dan sejenisnya;

Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

Digunakan untuk rehahilitasi sarana dan prasarana dengan kategori
rusak sedang dan rusak berat,

Membangun gedung atau ruangan baru;

Membeli lembar kerja siswa (LKS3);

Membeli saharm;

Membiayai penvelenggaraan upacara peringatan hari hesar nasional
dan upacara/acara keagamaan; dan

Membiayai kegiatan vang telah dibiayai secara penuh dan sumber
pendanaan  selain dana BOF/BOS. (untuk mencegah terjadinya
pembiayaan ganda (double aecounting))

Penggunaan Aplikasi e-REKAM dalam pengelolaan dana BOS oleh
Madrasah

ki

Macdrasah baik negeri maupun swasta berkewajiban untuk
menggunakan aplikasi e-EKAM dan EDM dalam pengelolaan dana BOS
mulal dari perencanaan, penatausahaan, realisasi hingga pelaporan.
Cara penggunaan aplikasi e-RKAM dan EDM serta tahapan
penerapannya mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Panduan
Pengpunaan Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Portal Madrasah
Resource Center: htips://mrec. kemenag. go.id /Pp=757.

Informasi lebih lanjut tentang implementasi e-RKAM dapat dilihat pada
Portal https://madrasah reform, kemenag.go.id,
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BAB V
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA

Mekanisme Umum

1,

Repala RA dan Madrasah hardus memastikan bahwa pengadaan
barang/jasa yang dibiayal melalul dana BOP dan BOS ini merupakan
kebutuhan RA dan Madrasah yang sesuai dengan skala prioritas
pengelolaan dan pengembangan RA dan Madrasah;

Mengalokasikan paling sedildt 40% {empat puluh persen) dard nilad
anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan
produk usaha mikro, usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil
produksi dalam negert;

Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam
katalog elektronik, maka RA dan Madrasah mendorong pelaku usahs
miliro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayvangkan produknya ke
dalam katalog elekironik;
BA  dan Madrasah melakukan pemilihan penyedia dengan
urutan/prioritas sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode
pemilihan e-purchasing; dan
b. Dalam hal barang/jasa yvang tidak dibutuhkan tidak tersedia
dalam katalog eclektronik malka dilakukan metode pemilihan

selain e-purchasing.

Untuk meningkatkan penggunazan produk dalam negeri dan produk
usaha mikro, kecil, dan koperasi, RA dan Madrasah perlu
menetapkan nilal transaksi e-purchasing paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari nilai belanja pengadaan;

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam
negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam
Megeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan [BMP)
paling sedikit 40% {empat puluh persen). Nilal TKDN dan BMP
mengacu pada dafar inventarisasi barang/jasa produksi dalam
negeri yang diterbitkan oleh kementerian yvang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian;




-

7. Pelaksanaan pengadaan wang berkelanjutan, yaitu pengadaan
barang/jasa yvang mempertimbangkan aspelk ekonomi, sosial dan
lingkungan. Salah satu bagian pengadaan yang berkelanjutan adalah
pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan hidup, yaitu
pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang
berlabel Ramah Lingkungan Hidup;

8.  Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri;

9, Pengadaan Barang/Jasa dari sumber dana BOP dan BOS
dilaksanakan dengan cara :

a. Swalielola; dan/atan
b, Penyvedia.

10, Pengadaan Barang/Jasa dari sumber dana BOP dan BOS
memperhatikan Tujuan, Kebjjakan, Prinsip, Dan Etika Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

11, Dana BOP dan BOS dibelanjakan secara tepat dengan mengulkur
aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

12, Pelalu Pengadaan Barang/Jasa dari sumber dana BOP dan BOS
terdiri atas:

a. Pelaksana; dan
b. Penyedia.

13. Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dari sumber dana BOP dan BOS
terdiri dari:

a. Perorangan; atau

b. Badan Usaha.

14. Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 10, memenuhi syarat
dan kriteria;
a. memiliki nomor pokok wajib pajalk;
b, memiliki identitas penyedia; dan
e. mempunyal kemampuan untuk menyediakan barang/jasa

Mekanisme dan Tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa melalui sumber dana BOP dan BOS dilakukan
oleh BA dan Madrasah dengan melkanisme dan tahapan kegiatan sehagai
berikut;
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1. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
a. Penetapan Spesifikasi Teknis
1) Kepala Satuan Pendidikan/PPK wajib menetapkan spesifikasi
teknis untuk nilai pengadaan di atas Rp 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah); dan

2} Penetapan spesifikasi teknis mengacu pada e-REKAM. Kepala

Satuan Pendidikan /PPK dapat menetapkan tim dan/atau tenaga

ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan

spesilikasi teknis.
b. Harga Perkiraan Sendiri
I} Kepala Satuan Pendidikan/PPK menetapkan harga perkiraan
dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga. Data dan/atau

informasi yang dapat digunakan untuk penetapan harga

perkiraan antara lam:

.

b

harga pasar setempal yaitu harga barang/jasa di lokasi
harang, jasa diproduksi/discrahkan/dilaksanakan,
menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;

informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan sccara
resmi oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;

. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan seccara

resmi olch asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah
asosiasi prolesi keahlian, baik yvang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri. [nformasi biaya/harga satuan yang
dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs weh
komunitas internasional wyang menayangkan informasi
biayva/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang
herlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan
Barang /Jasa akan dilaksanakan;

. daftar harga/hiaya/ tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat /

potengan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh
pabrikan /distributor/agen/ pelaku usaha dengan
memperhatikan masa berlaky  potongan harga dari
pabrikan /distributor fagen [ pelaku usaha tersebut;

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun
berjalan danfatau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah
di Bank Indonesia;
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f. hasil perbandingan biava/harga satuan barang/jasa scjenis
dengan Kontralk yang pernah atau sedang dilaksanalian;

g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yvang dilakukan
oleh konsultan perencana fengineer's estimatel,

h. informast harga vang diperoleh dari toko daring; atau

i, informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan harga perkiraan dikecualikan untuk nilai paling

banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan/atau

pengadaan barang/jasa dengan tarif resmi atau harga pasar.

Kepala madrasah/PPRK dapat menetapkan tim dan/atau tenaga

ahli yang bertugas memberl masukan dalam penyusunan harga

perkiraan.

HFPS tidak boleh memperhitunglkan biayva tak terduga, hiaya lain-

lain, dan Pajak Penghasilan (PPh}.

2. Pelaksanaan Pemilihan
a. Pembelian Langsung

1]

2]

3)

Kepala Madrasah/PPK atau Bendahara BOFP dan BOS
melakukan pembelian langsung kepada Penyedia untuk
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Ep
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah].

Pembelian langsung dapat dilakukan melalui pembelian secara
clektronik  (E-purchasing) melalui  Katalog  Elektronik  (e-
katalog.lkpp.go.id) dan atau Toko Daring (tokodaring. lkpp.go.id).
Pembelian langsung dapat dilakukan melalui pembelian secara
elektronik  (E-purchasing! melalui mitra Toke Daring
(tokodatring. lkpp.go.id) atau  Toko Daring wvang ditunjulc
Kementerian Agama dengan tetap mendasarkan pada prinsip
pengadaan barang dan/jasa pemerintah atau Toko Daring yang
kredibel.

b. Pengadaan Barang/Jasa di atas REp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah} sampai dengan Bp 200.000.000,- [dua ratus juta rupiah),

dilakukan dengan cara;

1)

E-Purchasing melalui Katalog Elektronik (e-katalog. lkpp.go.id]
atau Toko Daring [tokodaring. lkpp.go.id) atau Toko Daring yang
ditunjuk Kementerian Agama atau Toko Daring vang kredibel
dapat dilaksanakan melalui:
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a. Negosiasi Harga;

b. Permintaan Penawaran; dan /fatan

c. Metode lainnya kecuali pembelian langsung sesuai dengan
proses hisnis yvang terdapal Toko Daring,

2) Pengadaan Langsung dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Kepala Madrasah/Pejabat Pengadaan: mengundang minimal
2 |dua) Pelalu Usaha untuk mengajukan penawaran sesuai
dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;

b. melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon Penvyedia.
Apabila hanya terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha wyang
mengajukan penawaran, maka langsung dilakukan negosiasi;
dan

¢, menetapkan penyedia.

d. Kepala madrasah/PPK menandatangani Surat Perintah Kerja
(SPK).

3] Pengadaan dengan nilai lebih besar dari Ep 200.000.000,- [dua
ratus juta rupiah), maka Pengadaan dilaksanakan melalui
UKPBJ, Kepala Satuan Pendidikan/PPK melakukan kegiatan
dengan ketentuan sehagai beriout:

a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi
Teknis;

b. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

c. melalui  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
setempat mengajukan surat permohonan pengadaan kepada
UKPBJ Kementerian Agama.

3. Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa

Scrah terima Penpadaan Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan

sehagal berikut:

a. Setelah pekengaan selesal 100% [seratus persen| sesual dengan
ketentuan vang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, atau
kontrak /perjanjian, penyvedia mengajukan permintaan  secara
tertulis kepada Kepala Madrasah/PPK untuk serah terima hasil
pekerjaan;

b. Kepala Madrasah/PPK melakukan pemeriksaan atas hasil
pekerjaan yang diserahlkan, Untuk membantu pemeriksaan hasil
pekerjaan ini, Kepala Madrasah/PPK dapat menunjuk tenaga
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pendidik / tenaga kependidikan melakukan pemeriksaan peleerjaan;
kepala Madrasah (PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara
Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam dalam Spesifikasi Teknis, KAK, atau
Kontrak / Perjanjian/SPK; dan

Bendahara BOP dan BOS menyerahkan hasil pekerjaan kepada
kepala madrasah setelah penandatanganan BAST.

Bukti pengadaan merupakan dokumen pertanggungawaban, dengan

ketentuan sebagai berikut:

.

bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain

untuk pengadaan dengan nilai paling banvak Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);

kuitansi pembayaran untuk pengadaan dengan nilaa paling banyak

Ep 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan

Surat Perintah Kerja (SPK] untuk pengadaan dengan nilai paling

banyak Rp 200.000.000,- ([dua ratus juta rupiah).

SPR sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling sedikit memuat:

1) judul SPK;

2} nomor dan tanggal SPK;

3] nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran (SPP);

4) nomor dan tanggal herita acara negosiasi;

5} sumber dana;

6) wakiu pelaksanaan;

7} wuraian pekerjaan yang dilaksanakan;

B) mnilai pekerjaan;

Q) tata cara pembayaran;

10 tanda tangan kedua belah pihak; dan

L 1) syarat dan ketentuan umum yang paling sedikit memuar itikad
baik, tanggung jawab Penyedia, dan ketentuan perimaan hasil
pekernja.

. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dianjurkan untulk

dilaksanakan secara non-tunai sejalan dengan arah kebijakan
Kementerian dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintahan.
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BAB VI

PELAPORAN DANA

A. Pembukuan dan Pelaporan Dana Bantuan Tingkat Madrasah

Dalam pengelolaan dana BOP dan BOS harus melakukan pembukuan dan

pelaporan secara lenghkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan

ketentuan

perundang-undangan

lentang

pertanggungiawahan keuangan,

penatausahaan

dan

Pembukuan dan pelaporan BOP dan BOS harus memperhatikan hal-hal

sehagail berikut:

pengeluaran)
Menggunakan komputer
Menggunakan Aplikasi e-
RKAM bagi Madrasah
MNegeri dan Swasta yang
telah mengikuti Bimtek
Cetak per ilan,
meskipun transaksi
NIHIL, dan di tanda
tangani kepala
Madrasah dan
Bendahara

Semua pembukuan dan
dokumen pendukung
wayjib diarsip.

Jika pada akhir tahun
anggaran (31 Desember)
masih terdapat sisa
dana, maka sisa dana
tersebut harus
dikembalikan ke kas

negara |

No Uraian Diwajibkan Larangan
1 | Pembukuan Semua transaksi harus | e ditulis tangan
BOP dan BOS tercatat (penerimaan dan | @ Diisl dengan

realisasi jika
belum menerima
dana BOP dan
BOS (meskipun
kegiatan
madrasah sudah
mmuilai, tapi dana
BOP dan BOS
belum cair, tidak
boleh dicatat
dalam
pembulcuan)
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Pengelolaan
Dana BOP dan
BOS pada
Madrasah
Swasta

Pengambilan dana
disesuaikan dengan
kebutuhan madrasah,
Dana tunai menjadi
tanggung jawab Kepala
Madrasah dan
Bendahara terkait
keamanan
penyimpanannys.
Selain tercatat di BKU,
transaksi tunai juga
harus dicatat dalam
buku pembantu kKas
tunai.

Melakukan Cash
Opname terhadap dana
kas tunal setiap akhir
bulan.

Untuk transaksi bank,
selain tercatat di BKU
juga harus tercatat pada
buku pembantu bank,
Jika tidak dibelanjakan,
disetorkan kembali ke
rekening RA atau
macdrasah

Jika bendahara berhenti
dari jabatannya,
pembukuan diserahlean
pada penggantinya
dengan berita acara
sergh terima.

Besaran penarikan per
bulan mengacu pada
jumiah kebutuhan atas
kegiatan Anggaran Kas
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Helania (AKB) yang
direncanakan Madrasah
fdalam Rencana Kerja
dan Anggaran (Bagi
Madrasah yvang sudah
mengeunakan aplikasi
eRKAM, bisa dilihat di
Menu Dashboard)

Arsip Data o Ditata dengan rapi, sesual dengan urutan nomor
Keuangan dan tanggal pembayaran;
s Disimpan di tempat aman;
¢ Dipertanggungiawabkan kepada:

a. Pejabat Pembuat Komitmen BOP/BOS;

h. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;

c. Lembaga  pemeriksa lainnya  apabila

diperlukan.

d. Pengawas Madrasah;

e¢. Badan Penyelenggara (Yayvasan),

. Tim BOS Kabupaten/Kota;

g. Tim BOS Provinsi; dan

h., Tim BOS Pusal
Jenis l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
pembukuan
dan dokumen [2. Buku Kas Umum;
pendukung ¢ meliputi semua transaksi internal dan
vang harus eksternal, balk tunal maupun nontunai,
disusun olch termasuk yang berhubungan dengan pihak
RA/Madrasah ketiga secara manual;

Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOP
dan BOS atau sumber dana lain), penerimsaan
dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa
giro dari hank;

Kolom Pengeluaran: pembelian barang dan
jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil
dari jasa giro dan setoran pajak;
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Madrasah yang telah menerapkan Aplikasi e-
EEKAM, melakukan penginputan secara
anline;

Digunakan untuk RA dan Madrasah,

. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-13)

Berfungsi mencatat semua transaksi pungut
dan setor pajak;

Digunakan untuk Madrasah yang melakukan
transaksi perpajakan.

. Rencana  Kegiatan dan Anggaran Raudhatul
Athfal/Madrasah (RKARA/RKAM),

REARA/RKAM dapat direvisi Sesuai
ketentuan  vang  berlaku  berdasarkan
persetujuan PPK dan diketahui oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kola atau
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
REARA/REKAM  harus memual rencana
penggunaan dana secara rinci, yang dibuat
tahunan dan per semester untuk tiap sumber
dana yvang diterima oleh RA/Madrasah;
REAM pada madrasah negeri dibuat untuk
memisahkan angearan BOS dengan anggaran
DIPA.

. Opnamea Kas dan Berita Acara Pemeriksaan kas:

Untult RA /Madrasah vang masih melakulkan
realisasi pengeluaran kegiatan secara tunai,
Hasil dari opname kas kemudian
dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada
bulan  bersangkutan.  Apabila  terjadi
perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab
perbedaannya;
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Bulkti

Pengeluaran

Setlap transaksi pengeluaran vang dilakukan
oleh RA/Madrasah harus didukung dengan
kuitansi/bukti pengeluaran/invoice yang sah
yang dikeluarkan oleh bendahara;

Bulkti pengeluaran vang dalam jumlah tertentu
harus dibubuhi materai  sesual  dengan
ketentuan bea materai;

Setiap transaksi pengeluaran atas belanja
secara online, culkup melampirkan nota / invoice
elektronik tanpa harus ada tanda tangan basah
dari penyedia;

Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas
dan ferinci sesuai dengan kegiatan;

Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar
dapat dipisah dalam bentuk faktur/nota
pembelian sebagal lampiran kuitansi;

Setiap buktl pembayaran harus disetujui Kepala
RA/Madrasah dan lunas dibayar oleh
Bendahara;

Segala jenis dokumen pelaporan dan bukti
pengeluaran  aslinya harus  disimpan  oleh
lembaga/satuan  pendidikan  sebagai  bahan
bukti dan bahan laporan,
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B. Laporan Tingkat Kabupaten/HKota

Jenis pelaporan yang harus disusun oleh Tim Pengelola BOFP dan BOS

Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu: hasil verifikasi

terhadap

kelengkapan

dokumen pengajuan dana tahap 1 dan tahap 2 yang disampaikan oleh
madrasah swasta. Hasil verifikasi ini terkoneksi pada portal BOS Madrasah

atau aplikasi lain vang ditetapkan Direktorat KSKK Madrasah.
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Selain itu, menyiapkan laporan monitoring yang disusun setelah selesai
melakukan monitoring ke madrasah dan menerima laporan hasil dari
pengawas. Laporan monitoring meliputi hasil monitoring keuangan dan

pencapaian output madrasah.

Laporan Tingkat Provinsi

Laporan yang harus disusun oleh tim provinsi adalah laporan hasil
monitoring vang disusun setelah selesai melakukan monitoring ke madrasah,
Laporan monitoring meliputi hasil monitoring keuangan dan pencapaian
putput madrasah,.

Laporan Tingkat Pusat

Jenis pelaporan yang harus disusun oleh Tim Pengelola BOP dan BOS
Tingkat Pusat, yaitu: Rekapitulasi Penyaluran BOP dan BOS Per Provinsi
(Formulir BOS-K6|. Laporan ini merupakan rekapitulasi penyaluran dana
BOP DAN BOS di tiap provinsi pada tahun anggaran berkenaan. Laporan ini
datanya bersumber dari rekapitulasi penyvaluran dana BOP dan BOS vang
disampaikan oleh Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Provinsi.

. Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Anti-Korupsi

l. Sebagal salah satu bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan
anti-korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOP dan BOS,
setiap RA/Madrasah harus mempublikasikan dokumen pendukung
transparansi informasi secara lengkap.

2. Dokumen yang wajib dipublikasikan olch RA/Madrasah adalah
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOP dan BOS,

3. Dokumen ini berbentulk laporan rekapitulasi penggunaan dana
berdasarkan komponen pemblayaan BOP dan BOS. Laporan ini harus
dipublilcasikan tiap semester mengikuti petiode pembuatan  laporan
tersebut.

4, Publikasi laporan dilakukan mebalul pemasangan pada papan informasi
Madrasah atau website resmi RA/Madrasah atau tempat lainnya yang
mudah dialkses oleh masyarakat.
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BAB VII
PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal konsep pemotongan dan
pemungutan pajak atau disebul juga dengan dengan pajak  potput
(withholding tax). Sistem withholding fax merupakan salah satu  sistem
administrasi perpajakan yang banyak diterapkan di banyvak negara.

Kedua istilah tersebut sckilas memiliki arti vang sama, namun ternyata
berbeda dalam implementasinya. Sesuai ketentuan perundang-undangan
perpajakan di Indonesia, istilah pemotongan digunakan untuk pengenaan
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4, Sedangkan pemungutan
digunakan untuk pengenaan PPh Pasal 22 dan PPN.

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagal kegiatan memotong sejumlah
pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran vang dilakukan,
Pemotongan ftersebut dilakukan oleh pihak-pihak vang melakukan
pernbayaran terhadap penerima penghasilan, Dengan kata lain, pihak
pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta
pelaporannya.  Sedangkan, pemungutan  pajak  merupakan  Kkegiatan
memungut sejumlah pajak vang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan
pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.
Pemungutan dilakukan oleh bendahara yang melakukan pembayaran,

Dari sisi persamaannya, baik pihak yang melakukan pemotongan atao
pemungutan pajak sama-sama kepanjangan tangan otoritas pajak (fiskus)
untuk mengambil dan menyetorkan pajak ke kas negara. Kedua istilah ini
juga disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU PPh yang berbunyi sebagai
berikut:

*Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak,
difunasi oleh Wapb Pojak dalam tahun pajak berjalan meledu
pemaotongan  dan  pemungutan  pajak  oleh pihak lain, serto
pembayaran preifok alehi Wajih Pajak sendin, "




B. Kewajiban Perpajakan Terkait dengan Penggunaan Dana BOP dan BOS

C.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOP dan BOS
dibedakan perlakuannya antara Bendahara Pemerintah (Madrasah Negeri)
dan Bendahara Non-Pemerintah (RA dan Madrasah Swasta) untuk pembelian

bahan pendukung kegiatan habis pakai, bahan operasional persediaan,
sarana pendukung pembelajaran dan IT, bahan habis pakai; pembelian
bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung madrasah, dan
semua yvang tertera dalam penggunaan dana BOF dan BOS.

PPh Pasal 21

1.

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, lunjangan dan pembayvaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang schubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam
negeri.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan
kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
atau kegiatan yang dilakukan.

sesual definisi di atas, pemotong PPh 21 untuk dana BOS adalah

bendaharawan BOS madrasah negeri dan swasta,

. Buhjek PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan!

a, pegawal;
b. bukan pegawai yang menerima atan memperoleh penghasilan
schubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1} tenaga ahli yvang melakukan pekerjaan bebas, vang terdiri dari
pengacare, akuntan, arsitek, dokler, konsultan, notaris, penilaf,
dan aktuaris;

2 pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawals, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dan seniman lainnys,

4 olahragawan;

4] penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,  penyuluh,  dan
moderator;

5 pengarang, peneliti, dan penerjemah;
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6] pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7] agen iklan;

8] pengawas atay pengelola proyek:

9] pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang
menjadi perantara;

10) petugas penjaja barang dagangan:

11) petugas dinas luar asuransi;

13) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnyva;

c. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara
lain;

1] peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan
olah raga, seni, ketangkasan, (lmu pengetahuan, teknologi dan
perlombaan lainnya;

4) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan
kerja;

3} peserta atau anggota dalam suatu  kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu;

4] peserta pendidikan dan pelatihan:

a) peserta kegiatan lainnya.

5. Objek PPh Pasal 21 adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;

b. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atan Tenaga Kerja Lepas, berupa
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah
yang dibayarkan sccara bulanan:

¢. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorariam,
komisi, fee, dan imbalan sejenisnyva dengan nama dan dalam bentuk
apapun scbagal imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

d. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan
NAMa apapir;




6. Dasar Pengenaan dan pemotongan Pajalk PPh 21

8. Penerima penghasilan kena pajak (Gaji Bruto - PTKP), antara lain;

1) Pegawai letap

4} Pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati Rp
4.500.000,-

b. Bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam PER-16/PJ /2016 Pasal

3 {c] yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.

¢. Beseorang yang menerima penghasilan melebihi Rp 450,000 per hari,

vang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga lepas sepanjang
penghasilan kumulatl yang diterima dalam 1 bulan kalender belum
melebihi Rp 4.500.000,
d. 50% dari penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai
schagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/ 2016 FPasal 3ic] yang

menerima imbalan vang tidak bersifat berkesinambungan.

e. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan

selain penerima penghasilan, sehagaimana yang dimaksud di atas.

7. Status Wajib Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKF)

tanggungan

No. | Status | Uraian PTKP PTKF per
setahun bulan
I [TK-0 |WP Tidak Kawin Tanpa| 54,000,000 4,500,000
Tanggungan
2 |TH-1 |WP Tidak Kawin, punya 1| 58,500,000 4,875,000
tAngEUnZan
3 [TK-2 |WP Tidak Kawin, punya 2| 63,000,000 5,250,000
tanggungan
TG WP Tidak Kawin, punya 3| _E"'I",E.ﬁﬁ;ﬁﬁif] 5,625,000
LEHNEEUNEAn
5 |K-0 | WP Kawin Tanpa Tanggungan | 58,500,000 4,875,000
"6 [K-1 |WP Kawin, punya 1| 63,000,000 5,250,000
tanggungan
T | K2 WP  Kawin, punya 2| 67,500,000 5,625,000
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8 |[K-3 WP Kawin, puny: 3 72,000,000 6,000,000
tanggungan
9 |KI-0 | WP Kawin dan Penghasilan 112,500,000 9,375,000

Istri digabung penghasilan
suami tanpa tanggungan

10 | Ki-1 WP Kawin dan Penghasilan 117,000,000 9,750,000
Istr1 digabung penghasilan

suami, punya | tanggungan
11 | KI-2 WP Kawin dan Penghasilan 121,500,000 10,125,000
Istri dignbung penghasilan

suami, punya 2 tanggungan
12 | KI-3 WP Kawin dan Penghasilan 126,000,000 _IH,EDU.[![]D
Istri digabung penghasilan

suami, punya 3 tanggungan

B. Taril PPh 21

Lapisan Penghasilan Hena Pajak (PKP) Tarif Pajak
0 s.d Rp 30.000.000 - 5%
Diatas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Diatas Rp250.000.000 s.d. Rpﬁﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ—_ 25% - |
o —Ealas Rp500.000,000 30%

9. Skema Penghitungan FPh 21 Non Final

Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak = PPh Pasal 21

10, Skema Penghitungan FPh 21 Final:

a. Final untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)
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Golongan ) Tarif PPh Final (PP-80/2010)
[ I dan I N 0%
N 11 5% il
IV dan Pejabat Negara 15% |

b. Final Bukan Pegawai

c.

L

2

3

Bukan Pegawal Berkesinambungan dikurangi PTKEP, dihilung
secara kumulatif dengan rumus ((50% x Penghasilan bruto] - PTKP
sebulan) x Taril Pajak

Bukan Pegawai Berkesinambungan tidak dikurangi PTKP,
dihitung secara kumulatif dengan rumus (50% x Penghasilan bruto)
x Taril Pajak

Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan, tidak
kumulatil dengan rumus {50% x Penghasilan bruto} x Tarif Pajak

dihitung

Final Peserta/Panitia Kegiatan

Honor x 5% = PPh 21

11. Slkkema PPh 21 untuk guru dan tenaga kependidikan non ASN:

Honor Rutin Bulanan, dikenakan PPh 21 = [Penghasilan Bruto — PTKP
bulanan/Rp4.500.000) x taril pajak.

Honor tambahan sebagai bendahara BOS, pelatih ekstrakurikuler, dll,
dikenakan PPh final = Penghasilan brute x 5%

.

. Honor tambahan schagai panitia kegiatan dikenakan PPh final =

penghasilan bruto x 5%.

Terhadap penghasilan PPh 21 untuk guru dan tenaga kependidikan non

ASN sehaiknya diatur dengan skema satu honor berdasarkan beban kerja.
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12. Skema PPh 21 untuk guru dan tenaga kependidikan vang ASN:

a. Tidak diperkenankan menerima honor rutin maupun sebagai
narasumber,
h., Dapat diberikan honor sebagail panitia kegiatan dan dikenakan PPh 21

final = honor x 5%,

13. Skema PPh 21 untuk operator vang non ASN:

a. Jika sebagai pegawai tidalkk tetap harian, dikenakan PPh 2] =
(Penghasilan Bruto — PTKP harian/Rp450.000) x tarif pajak 5%.

b. Jika sebagai bukan pegawal dan berstatus outseurce, dikenakan PPh
21 final bukan pegawail = honor bruto x 50% x 5%.

14, Pegawal tidak tetap/upah harian lepas, dikenakan PPh 21 = (Penghasilan

Bruto = PTKP harian/Rp450.000] x tarif pajak 5%.

| 5. Narasumber/pemateri, pelatih ektrakurikuler dari eksternal dan bulan

ASN, dikenalkan PPh 21 final bukan pegawai = honor x 50% x 5%.

16. Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka pajaknya lebih tinggi 20%,

D. PPh Pasal 22

L.

PPh PASAL 22 adalah pajak penghasilan schubungan dengan adanya
pembayaran atas pembelian/ penyerahan barang,

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan penggunaan dana BOS
dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 baik untuk madrasah negeri
Maupun swasia.,

E. PPh Pasal 23

1.

PPh Pasal 23 adalah pemotongan penghasilan tertentu dengan nama dan
dalam bentuk apapun vang dibayvarkan, disediakan untulk dibavarkan,
atau telah jatuh tempo pembayvarannya oleh badan pemerintah, suhjek
pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam
negeri atau bentuk usaha tetap (dipotong oleh pihak yang membayarkan).
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2. PFh Pasal 23 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran
pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa.

3. Tarif PPh Pasal 23 adalah 2%, bagi relanan vang tidak memiliki NPWP,
tarif 100% lebih tinggi,

dl,

Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
1) dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan
final, bunga, dan rayalti;
2] hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21,
Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain
schubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tangh dan /atau
bangunan.

- Dikenakan 2% dari jumlah brute atas imbalan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.

. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.

4. Jasa Lainnya terdiri dari:

£l

3

P R

Y

Jasa penilal (appraisal);

Jasa aktuaris;

Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
Jasa hubum;

Jasa arsitelktur;

Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;

Jasa perancang |design);

h. Jasa pengeboran [drilfing) di bidang penambangan minyak dan gas

i

I,

bumi {migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuls usaha tetap;

Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan
minyak dan gas bumi {migas|;

Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas
bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

Jasa penunjang di lidang penerbangan dan bandar udara;
Jasa penebangan hutan;

. Jasa pengolahan limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (oufsourcing

SETINCES);




bh,
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Jasa perantara dan/atau keagenan;

Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang
dilakukan eleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSE])
dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

Jasa kustodian/penyvimpanan/penitipan, kRecuali vang dilakukan
oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;

Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide,
klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;

. Jasa schubungan dengan soffieare atau hardwore atau sistem

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
Jasa pembuatan dan/fatau pengelolaan webstte;
Jasa internet termasuk sambungannya;

plasa penyvimpanan, pengolahan, danj/atau penyaluran data,
informasi, dan/ atau program,

Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas,
AC, dan/atau TV kabel, selain vang dilakukan oleh Wajib Pajak yvang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan/ perbaikan /pemelibaraan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yvang
dilakukan oleh Wajib Pajak wvang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai

pengusaha konstrulost;

. Jasa perawatan kendaraan dan fatau alat transportasi darat, laut dan

udara;
Jasa maklon ;

Jasa maklon adalah pemberian  jasa dalam rangka proses
penyelesaian suatu barang terténtu yang proses pengerjaannya
dilakukan oleh pthak pemberi jasa [disubkeontrakkan), yang
aspesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan
penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya
disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi
berada pada pengoguna jasa. Jasa penyvelidikan dan keamanan;
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cc. Jasa penyelenggara kegiatan alau event organizer,

Jasa penyelenggara kegiatan atau event orgamizer adalah kegiatan
usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan
meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran
musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan
kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyvelenggara kegiatan. (Pasal
2 ayat (5) PMK-141 /PME.03/2015)

dd. Jasa penyediaan tempat. danfatau waktu dalam media masa, media
luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau

jasa periklanan;
ee, Jasa pembasmian hama;
fi. Jasa kebersihan atau cleaning service;
ge. Jasa sedot sepfic tank;
hh.Jasa pemeliharaan kolam;
ii. Jasa katering atau tata hoga;

Jasa Catering:

I} Sebagai jasa penyedisan makanan dan minuman dimana
terdapat peralatan yang lengkap untuk proses pembuatan,
penyimpanan, dan penyajian sementara penyajiannya diantar ke
lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

2} Penyajian makanan dan minuman di lokasi vang diinginkan oleh
pemesan dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan
petugasnya.

3 Sementara yang tidak termasuk dalam pengertian jasa katering
vaitu penjualan makanan dan minuman yang dilakukan melalui
tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk
menjual makanan dan minuman tersebut, baik penjualan secara
langsung maupun penjualan secara Udak langsung.

1. Jasa freight forwwearding,
Jasa freight foriwarding adalah kegiatan usaha vang ditujukan untuk
mewakill kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian
kegiatan wyang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan
penerimaan barang melalul transportasi darat, laut, dan/atan udara,
yvang dapal mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi,
pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan
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penyvelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan
biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriiman barang serta
penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenasn dengan
pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya
barang oleh yang berhak menerimanya.

kk. Jasa logistik;

. Jasa pengurusan dokumen;

mm. Jasa pengepalkan;

nn,Jasa loading dan undoading;

o0, Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali vang dilakukan oleh
lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

pp.Jasa pengelolaan parkir;

0. Jasa penyondiran tanah;

rr. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

55, Jasa pembibitan danfatau penanaman bibitg

tt, Jasa pemeliharaan tanaman;,

uu..Jasa pemanenan;

vv. Jasa pengelahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, dan/atau perhutanan
ww. Jasa dekorasi;
xX. Jasa pencetakan/penerbitan;
¥y. Jasa penerjemahan;

zz. Jasa pengangkutan /ekspedisi kecuali vang telah diator dalam Pasal
15 Undang-Undang Pajalk Penghasilan;

aza. Jasa pelayanan kepelabuhanan;

bbb, Jasa penganglkutan melalui jalur pipa;

cce. Jasa pengelolaan penitipan anal;

ddd. Jasa pelatihan dan/atau kursus;

ece. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
fif. Jasa sertifilkasi;

gpE. Jasa suruets;
hhh, Jasa tester, dan




fii., Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
F. PPh Pasal 4, ayat (2]
1. Pajak vang dipotong atas penghasian dari jasa tertentu dan sumber
tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan.
2. Tarif:
a, Sewa Tanah danj/atau Bangunan = 10%
h. Jasa Konstrulksi:
1} 2 persen, untuk penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha
kecil yang melaksanakan konstruksi.
2} 4 persen, untuk penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi
usaha yang melaksanakan konstruksi.
3) 3 persen, untuk penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana
dimalsud dalam poin (1) dan (2.
4) 4 persen, untuk untuk penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi
usaha yang merencanakan dan mengawasi konstruksi.
5] 6 persen, untuk penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi
usaha vang merencanakan dan mengawasi konstruksi.

G. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli
barang dan jasa (BKP/JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau
wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak [PKP).

2. Taril PPN = 10% dari harga BKF/JKP.

3. Tidak dipungut PPN apabila:

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 [dua
juta rupiah) tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnEM yang
terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari
suaty transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00
[dua juta rumah);

b, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi
Pemerintah Pusatl sesuai ketentuan peraturan perandang-undangan
vang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan
kartu kredit pemerintah;

¢. pembayaran untuk pengadaan tanah;
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d. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar
bukan minyak oleh FT. Pertamina (Perseral;

e. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan
telekomunikasi;

[. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan; dan/atau

g. pembayaran atas penverahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak vang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan
dari pengenaan PPN;

4. Dibebaskan PPN;

Buku yang mendapatkan fasilitas pemebebasan PPN adalah buku
pelajaran umum, buku pelajaran agama, dan kitab suci,

5. Madrasah Negerl merupakan wajib pungut PPN dengan kondisi:

A. Merupalan penyerahan BKP/JKP oleh PKF.

b. PKFP menverahkan e-faktur,

c. Tilak termasuk dalam kriteria tidak dipungut PPN seperti disebukan
dalam nomor 3.

d. Tidak termasuk dalam kriteria dibebaskan PPN,

6. Jika madrasah negeri hertransaksi dengan bukan PKP, maka tidak perlu
memungut PPN, namun harus melampirkan Sural Pernyataan Bulkan
PKF dari penjual yang ditandatangani dan diberi materai.

7. Madrasah Swasta merupakan tdak wajib pungut PPN, tapi tetap
membayar PPN yvang dipungut penjual dengan kondisi:

a. Merupakan penyerahan BKP/JKF oleh PKF,

b. PKP menyverahkan e-laktur,

c. Tidak termasuk dalam kriteria tidak dipungut PPN sepert disebutkan
dalam nomor 3.

d. Tidak termasuk dalam Kriteria dibebaskan PPN,

8. Jika madrasah swasta bertransaksi dengan bulkan PKP, maka tidak periu
memungut PPN, namun harus melampirkan Surat Pernvataan Bukan
PKF dari penjual yang ditandatangani dan dibern materai,

0, Simulasi Penghitungan PPN:

Simulasi Cara menghitung PPN;
Penghitungan 1. Harga Barang/Jasa belum teérmasuk PPN
PPN lexclude PPN):
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Harga Barang/Jasa 2,500,000
PPN (10% x Rp.2.500.000) 250,000
Harga Barang/lasa + PPN 2. 750,000

2. Harga Barang/Jasa

sudah termasuk PPN (include

| PPN):
Harga Barang/lasa 2,500,000
PPN {100/110 % 2.500,000} 227,373
Harga Barang/lasa sobelum PPN 2372727
H. Batas waktn penyetoran dan pelaporan
No. Jenis Pajak Sarana Pelaporan| Batas Akhir Batas Akhir
Pembayaran Pelaporan
1. |PPh Pasal 21 | SPT Masa PPh | Tanggal 10 Bulan | Tanggal 20 Bulan |
Pasal 21 Berikutnya iﬂf:r:ikutnj.ra
2. | PPh Pasal 22 | SPT Masa PPh Hari yang sama | Tanggal 20 Bulan
Pasal 22 dengan transaksi |Berikutnya
3. | PPh Pasal 23 | SPT Masa PPh | Tanggal 10 Bulan |Tanggal 20 Bulan
Pasal 23 Berikutnya Berikutnya
4. | PPh Pasal |SPT Masa PPh  |Tanggal 10 Bulan |Tanggal 20 Bulan
42} Pasal 4(2) Berikuinya Berikutnya
5. PPN SPT Masa PPN Tanggal 7 Bulan | Akhir Bulan
1107-PUT Berikutnya Berilkkutnya
I. Bea Materai

1.

.

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat
perdata dan dolkumen untuk digunakan di pengadilan.
Bea Materai yang berlaku adalah bea materai Rpl0.000,-

Pengrunaan bea materai:

A, Surat perjanjlan, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat

lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

. Alkta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;

. Akta Pejabal Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
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e, Dokumen (ransaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi
kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah
lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;

g, Dokumen vang menyatakan jumlah vang dengan nilai nominal lebih
dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yvang (1) menyebutkan
penérimaan uang; atau [(2) berisi pengakuan bahwa utang
selurubnya atau sehagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;

h. Dokumen lain vang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,

J. PKP, BKP dan JKP dalam PPN
PKP adalah singkatan dari Pengusaha Kena Pajak.
BKF adalah singkatan dari Barang Kena Pajak.
JKP adalah singkatan dari Jasa Kena Pajak.

Undang-Undang PPN mendelinisikan Pengusaha Kena Pajak [PKP) sebapgai
pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BEP)
danfatau Jasa Kena Pajak [(JKP) vang dikenai pajak sesuai dengan
Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib
melaporkan usahanya unfuk dikukuhkan sebagai PHP bila melakukan
penyerahan BEP/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor
BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.
Pengusaha vang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam satug
tahun buku memiliki omeet minimal Ep 4,8 miliar. Namun, meskipun
penguszha  belum mencapal omzet tersebut, pengusaha dapat
mengajukan permohonan sebagai PEP.
1. Hak PKP atas PPN
Apabila Anda schagai pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP, maka
terdapat hak yang dapat Anda terima sebagai PKP, Hak PKP atas PPN
adalah:
a, Dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas
BEP/JKP.
b. Dapal mengajukan restitusi jika pajak masukan lebih besar dari
pajak lkeluaran/penjualan dan juga berhak atas kompensasi
kelebihan pajal.
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¢. Dapal mengajukan kompensasi kelebihan pajak berdasarkan
laporan dan pembukuan sesuai keadaan sebenarnya.

2. Kewajiban PKI atas PPN

Selain menerima hak, Anda sebagai PKP juga memiliki kewajiban

sebagail berikult:

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah
memiliki omzet mencapai Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku.

b. Memungut PPN dan PPnBM terutang.

¢c. Menvetorkan PPN vang masih harus dibayar dalam hal pajak
keluaran lebih besar dari pajak masukan yang hisa dikreditkan.

d. Menyetorkan PPnBM terutang.

e, Melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.

. Menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKFP.

3. Konsekuensi atas Status PKP
Setelah dikukuhkan menjadi PKP, kedisiplinan dan ketertiban dalam
melaporkan faktur pajak dan SPT Masa PPN menjadi prioritas utama
Anda. Peraturan terkait pelaporan PPN mengakibatkan adanya sanksi
administrasi. PKP dapat dikenakan sanksi herupa administrasi seperti
denda dan/atau bunga hingga sanksi pidana apabila terlambat
membuat faktur pajak dan pelaporan SPT Masa.

Kemudahan layanan e-Faktur memungkinkan PKP untuk membuat
faktur secara online. Pelaporan SPT dapat menggunakan aplikasi
layanan pajak vang telah disediakan oleh Ditjen Pajak maupun ASP
mitra resmi DJP. Selain prosesnya mudah, wajib pajak dapat langsung
mengunggah dokumen CSV dan PDF., Wajib pajak memperoleh arsip
pembayaran dan pelaporan pajak yang rapi dan sangat mudah
diperiksa statusnva.

SPT Masa dan Tahunan wajib dilaporkan tepat waktu, sehingga status
PKP hisa dipertahankan karena PKP menjadi wajib pajak yang taat.
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K. Barang Kena Pajak (BKP)
Barang Kena Pajak (BKP] merupakan barang berwujud vang menurut

|

sifal atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

bergerak, dan barang tidak berwujud, yvang dikenakan pajak berdasarkan
UU FPPN.

Pengaturan cakupan BEP dalam UU PPN bersifat “negative list”, dalam

artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali

ditetapkan sebagai barang yvang tidak dikenai PPN.

Barang yang Tidak Dikenai PPN (Non-BKP)
L. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yvang diambil

Ul

langsung dari sumbernya;

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhlkan oleh rakyat
banyal:

a.
br.

sy

d.

beras, gabah, jagung, sagu, kedelai

garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
daging, vaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui
proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan,
dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan,
diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus

telur, waitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang
dibersihkan, diasinkan, atau dikemas

susu, vaity susu perah baik vang telah melalui proses didinginkan
maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau
bahan lainnva, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik vang
telah melalui proses dicued, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-
grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,
ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk
sayuran segar vang dicacah

. Makanan dan minuman yvang disajikan di hotel, restoran, rumah

makan, warung, dan sejenisnya, tidak termasuk yvang diserahlian

nleh nsaha jasa boga atau catering,;

. Uang, emas batangan, dan surat berharga (misalnya saham, obligasi);

minyak mentah (crude oil);




T

G. gas bumi, tidak termasulk gas bumi seperti elpifi yvang siap
dikonsumsi langsung oleh masyarakat;

7. panas bumi;

8. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung,
batu permata, bentonit, dolomit, lelspar (feldspar], garam batu
(halite], grafit, granil/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit,
mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa,
periit, fosfal (phospat), talk, tanah serap (fullers earth|, tanah
dialome, tanah lial, lawas [alum), lras, varosif, zeolit, basal, dan
traklkit; dan

0. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih
perak, serta bijih baulksit,

M. Jasa Kena Pajak (JKF)

Jasa Kena Pajak (JKP] merupakan setiap kegiatan pelayanan
berdasarlkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menvebabloan
suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa vang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau
permintaan dengan bahan dan/atau petunjulk dari pemesan, yang
dikenakan pajak berdasarkan UL PPN,

Seperti halnya cakupan BKP, pengaturan cakupan JKP dalam UU PPN
juga bersifat *negative lis”, dalam artian bahwa pada prinsipnva seluruh
Jjasa merupakan JKP, kecuali ditetapkan sebagai jasa yang lidak dikenai
PPN.

M. Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP)
1. Jasa pelayanan kesehatan medis
Jasa pelayanan social
Jasa pengiriman surat dengan perangko
Jasa keuangan
Jasg asuransi
Jasa keagamaan
Jasa Pendidikan

o ot b L kD

|

Jasa keseman dan hiburan

in

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10, Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yvang tidak terpisahkan dari jasa

angkutan udara luar negeri
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11..Jasa tenaga kerja

12, Jasa perhotelan

13, Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintaban secara uniun

14. Jasa penyediaan tempat parkir

13, Jasa telepon umum dengan menggunakan uvang logam

L6, Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

17. Jasa boga atau katering

. Contoh - Contoh Dokumen:

X,

Contoh e-faktur PKP:
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Faktur Pajak
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2. Contoh Surat Penyataan Non PKF:

SURAT PERNYATAAN NON PRP

Ying beramds wegEn Shmak &

TR Az - alwodn Farm

Tsbaran Pers=ri Pamciabaan

Jcmna Perisanass elare 2 iaima

Alarp N o Rnase o) BlokB B! Raw Srmabed

Cuppat (5 manvaain baboya kae sdalal buie Feegroabs Kty Paak sebeparn sy dtresbivnd
pade UndampUndang Fapik Perumbaies Ml ek osenan 2 ceraadep penie peeveraban
Exicg Fans Posk st Thia Keta Fapsk ~ang kares budcaior: ks Perpaabaas Sapsk Tre oo ndai
dppae imesrkithian Fame Pajak
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Sumber:https:/ fwww. online-pajak.com/ tentang-pajak / surat-
pernyataan-non-pkp
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BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Monitoring

1. Monitoring oleh Tim BOS Pusat

f.

Monitoring vang dilaksanakan oleh Tim BOS Pusat bertujuan untuk
memantau pencairan dan penyaluran dang, kinerja Tim BOS
Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota, pengelolaan dan
penggunaan dana di BA/Madrasah, dan/atau tindak lanjut
penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat.

. Dalam pelaksanaan monitoring, responden wang dilibatkan

merupakan pemangku kepentingan yvang terkall dengan tujuan
monitoring, Responden tersebut dapat terdiri dari Tim BOS Provinsi,
Satlker Penvalur, Tim BOS Kabupaten/Kota, Tim BOS
RA/ Madrasah, dan/fatau warga RA/Madrasah.

Pelakksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara;
kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi antara
lain telepon, ¢mail, dan schagainya, dan/atan melalul mekanisme
monitoring terhadap laporan daring.

. Monitoring juga dapat dilaksanakan pada saat persiapan

penyaluran dana, saat penyaluran dana, pasca penyaluran dana,

danfatau sewaktu-waktu sesuai dengen kebutuhan

. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim BOS Pusat

menggunakan anggaran pada DIPA Kementerian yvang bersumber
dart APBN, dan fatau sumber dana lain yang tersedia.

Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang
dilibatlkan, responden dan jumlah responden vang dilibatkan,
mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan
lujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya
manusia.

Monitoring BOP dan BOS juga dapal disinergikan pelaksanaannya

dengan monitoring program lainnya.

2, Monitoring oleh Tim BOS Provinsi

a. Monitoring vang dilaksanakan Tim BOS Provinsi bertujuan untuk

memantau pencairan dan penyaluran dana, kinerja Tim BO3
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Kabupaten/Kota, pengelolaan dan  penggunaan dana di
RA/Madrasah, dan/atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan
pengaduan masyarakat.

. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang

dilibatkan merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan
tujuan monitoring. Responden terscbui dapat terdiri dari Satker
Penvalur BOP dan BOS, Tim BOS Kabupaten/Kota, Tim BOS3
Tingkat RA/Madrasah, dan/atau warga RA/Madrasah.

Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagail cars;
kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi
antara lain telepon, emadl, dan sebagainya, atau melalui mekanisme

monitoring terhadap laporan daring.

. Monitoring dapat dilaksanakan pada saal persiapan penyaluran

dana, atau pada saat penyvaluran dana, atau pasca penyaluran

dana, dan/atau sewaktu-waktu scsuai dengan kebutuhan.

. Kegiatan monitoring yang dilaksanalkan oleh Tim BOS Provinsi

menggunakan anggaran pada DIPA Kanwil Kemenag Provinsi yang
bersumber dari APBEN.

Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan  jumlah sasaran  yang
dilibatkan, responden dan jumiah responden yang dilibatkan,
mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan
ujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber dayva

AN L SEH.

. Monitoring BOP dan BOS juga dapat disinergikan pelaksanaannya

dengan monitoring program lainnya. Pelaksanaan monitoring juga
dapat melibatkan Pengawas RA/Madrasah yang kredibel dan
bertanggung jawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan

lainnya vang dilakukan oleh Pengawas RA S Madrasah.

Monitoring oleh Tim BOS Kabupaten /Kota

AL

Monitoring yang dilaksanakan Tim B0 Kabupaten /Kota bertujuan
untuk memantau pencairan dan penvaluran dana, pengelolaan dan
penggunaan dana di Madrasah, atau tindak lanjut penanganan dan
pelayvanan pengaduan masyvarakal.

Sasaran  responden  yvang  dilibatkan  merupakan  pemangku
kepentingan vang terkait dengan tujuan monitoring. Responden
terscbut dapat terdiri dan Bank Penvalur, Tim BOS RA/Madrasah,
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dan/atau warga BEA/ Madrasah.

¢. Monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain
kunjungan lapangan, koordinasi melalui media komunikasi anlara
lain telepon, email, dan sebagainya, dan/atau melalui mekanisme
maonitoring terhadap laporan daring.

d. Monitoring dapat dilaksanakan pada saal persiapan penyaluran
dana, pada saat penvaluran dana, pasca penvaluran dana, atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

¢, Kegiatan monitoring vang dilaksanalkan oleh Tim Pengelola BOP dan
BOS Tingkat Kabupaten/Kota menggunakan DIPA Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota

f. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran  yang
dilibatkan, responden dan jumlah responden wyang dilibatkan,
mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuailan dengan
tujuan, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran dan sumber daya
manusia.

g. Monitoring BOP dan BOS juga dapat disinergikan pelaksanaannya
dengan monitoring program lainnya. Pelaksanaan monitoring juga
dapat melibatkan Pengawas RA/Madrasah yang kredibel dan
bertanggung jawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan
lainnya vang dilakukan oleh Pengawas RA/Madrasah,

Pengawasan

Pengawasan program BOFP dan BOS terdiri dari pengawasan melekat,
pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat yang dilaksanakan
dengan ketentuan sebagail berikut:

a. Pengawasan melekat yvang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten fkota, maupun RA/Madrasah, Prioritas utama  dalam
program BOP dan BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama
Provinsi, Kantor RKementerian Agama Kabupaten/Kota kepada
RA/Madrasah,

b. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama,

¢, Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan

kewenangan.
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Pengawasan masvarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan
program BOFP dan BOS oleh unsur masyvarakal dan unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di RA/Madrasah, kabupaten/kota, provinsi,
dan pusat mengacu pada kaidah keterbukaan informasi publik, vaitu
semua dokumen BOP dan BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang
dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
pengelolaan BOP dan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi
pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya,

Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara,

RA/Madrasah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh aparat/ pejabat

yvang berwenang, Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran

dapat diberikan dalam herbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1.

penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, berupa pemberhentian, penurunan pangkat,

dan/atau mutasi kerja;

. penerapan funtutan perbendaharaan dan ganti rugi, vaitu BOP dan

BOS yang terbukti disalahpunakan agar dikembalikan kepada Kas
Negara;

. penerapan proses hukum, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan

proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukt melakukan
penyimpangan BOP dan BOS;

. apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, RBA/Madrasah

terbuktt melakukan penyimpangan atau tidak menvusun laporan
pertanggungjawaban penggunaan BOP dan BOS, Tim BOS Provinsi atau
Tim BOS Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada bank
penvalur dengan tembusan ke RA/Madrasah, untuk menunda
pengambilan/pencairan BOP dan BOS dari rekening RA/Madrasah;

. pemblokiran dana dan penghentian sementara terhadap seluruh

bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi atau kabupaten/kota, apabila terbukti pelanpggaran
terschutl dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh
keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

. sanksi lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,




BAB IX

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Tujuan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (P3M) dalam program

BOP dan BOS pada RA/Madrasah ditujukan untuk;

1. mengatur alur informasi pengaduan atau temuan masalah agar dapat
diterima oleh pihak yang tepat;

2, memastikan bahwa pengelola program sakan menindalklanjuti  tiap
pengaduan yang masuk;

3. memastikan kemajuan penanganan didokumentasikan secars jelas;
dan/atau

4. menyediakan bentuk informasi dan pangkalan data (data base| vang
harus disajikan dan dapat diakses publik.

Media

Informasi, pertanyaan, dan/atau pengaduan dapat disampaikan secara
langsung atau melalui telepon, surat, dan/atau email. Media vang dapat
digunakan adalah sebagai berikut:

Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat Pusat

Website 1 https:/ fmadrasahreform kemenag.go.id
Email : helpdesk.madrasahikemenag go.id
Facebook Messenger : Madrasah Reform

Whatsapp v 0811-1968-69949

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN [SLAM,

TTD

MUHAMMAD ALl RAMDHANI
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DAFTAR LAMPIRAN

Kode Jenis Standar Dokumen /Tautan

BOS-01 | Alur Bisnis Penyaluran Dana BOP/BOS

BOS-02 | Template Salinan SK Dirjen Pendis tentang Penetapan Alokasi Dana
BOP dan BOS '

BOS-03A | Template SK Penetapan Raudhatul Athfal Sasaran Penénima BOP |
BOS-03B | Template 5K Penetapan Madrasah Negeri Sasaran Penerima BOS

BOS-03C  Template SK Penetapan Madrasah Swasta Sasaran Penerima BOS

BOS-04  Template Surat Permohonan Penyaluran Dana BOP/BOS

BOS-05 Template Surat Pernyataan Tanggung Jawah Mutlak
BOS-00 Template Perjanjian Ketja Sama
BOS-07  Template Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

' BOS-08 'T::mplate Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional

BOS-09  Template Knitansi Penerimaan Bantuan Operasional

BOS-10 | Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah

BOS-11 | Bulku Kas Umum

BOS-12  Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
| BOS-13 .Buku Pembantu Pajak

BOS-14 | Satuan Biayva BOS Majemuk

Link Jenis Standar Dokumen ! https:/ /bos. kemenag. go.id /formatsurat
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DAFTAR REFERENSI

Kode

Link/Sumber Referensi

Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS/BOP
hitps:/ / wew. pajak. go.id/ sites/ default/ files/ 201 9-09/ SPL-
OS5 20Bendalhora®:20808, pdf

Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi 2016

hitps:/ /dipb. kemenkeu.go.ad/ kppn/ Bitung/d/ panduan/ panduan-
perpajakan 3 165-buku-bendahara-mahir-pajok-edisi-201 6, html!

P2

https:/ fwww. pajal go.id /id / artikel/ perlakuan-perpajakan-
bendahara-sekolah-swasta-vs-sekolah-negeri

P03
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